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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:
# Allah SWT, tidak aken membenkan beban kepada setiap orarg yang orang Ku

tiada sanggup merkulnya.
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ABSTRAK

Pemberian  Hak Tanggungan dapat didahulu dengan janyu  umiuk
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang
dimangkan dalam  Akia Pemberian Hak Tanggungan. Akia Pemberian Hak
Tangpungan dibuat oieh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) vang berwenang
dan ditunjuk untuk membuat akia pemindahan hak atas tanah dan perbuatan
hukurn laintya mengenal hak atas tanah yang terletak & dalam daerah kerjanya.
Di dalam Akia Pemberian Hak Tabggungan dicantumkan 1dentitas pemegang dan
pemberi Hak Tanggungan, domisili para phhak Disamping itu juga harus jelas
penunjukan tentang hutang-hutang yang dijamim, nilai tanggungan dan wrasan
mengenai  obyek Hak Tanggungan dalam kaitannya dengan ssas speswlitas dan
Fak Tanggungan. Pembenan Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan
kepada pemegang Hak Tanggurgan wajib didafiarkan pada Kantor Pertanahan,
tal mi  ditegaskan dalam ketentuat Pasa! 13 Undang-Lindang Hak Tanggungan.
Meskipun Undang-Undang Hak ' Tanggungan,  masih mempunyal beberapa
kelemahan, namun dalam kenyataan yeno ada masih banyak pemberi Hak
Tanggungan yang membebankan beberapa obyek Hak Tenggungan dalam satu
ok Tanggungan tanpa - diseftai perjanjin untuk menghapus sebagian  Hak
Tanggungan apabila . pemberi, ‘Hak Tancggungan ielah  meiunasi sebaglan
mutangnya. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, pencorelan alas sebagian
atas keseluruban obyek- yang dijaminkan discbut dengan rojd persial, Kondis
{erscbut menjadi dilemalis manakala, pember Hak Tanggungan telah melunasi
sebagian hutang-hutangoya kepada pemepang Hak Tangguagan, namun pember
Hak Tangeungan fidak dapat meiakukan pencoretan secara sebagian atau Roya
Pariinl, discbabkan salah satunya adalah penerma Hak Tangfungan tidak mau
mengeluarkan  sural  pemyataan terulis yang berisi temang hapusnya Hak
Tanpgungan lersebul secara sebagian. Berdasarkan keterangan 4 ags, penuhs
tertatik  umuk  melakukan sugty  peneliisn | dengan  judul “TINJAL AN
TERIIADAP PELAKSANAAN ROYA PARTIAL MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DI
KANTOR PERTANAIIAN KOTA SE!VIARANG”,

Tipe penclitian yang diperpunakan  dalam penelitian mi adalah  lipe
penehitian yundis sosologis atau socn feged research, yaiu suatu penchtian yang
lebsh menekankan pada daia empiris yang menyangkut hubungan anatacé tacior
sosiologis dengan (actor yuridis. Yundis sosiologes letih menekankan pada ilmu
hukum dengan menelaah  pejala-gejala  hukum  yang berkenaan dengan
pelaksansan roya partal di Kantor Perianahan Kota Semarang menurut Undang-
Undang Hak Tanggungan dan perawran pelaksanaannya. Spesifikast pada
penelitian i adalah deskriptif anafistis, yaitu menggambarkan obyek »ang
menjadi pokok permasalahan mengenar pelaksanaan roya partial d Pertanahan
Kola Semarang menurut Undang-Undang Hek Tanggungan cdean  peraturan
pelaksanaannya. Berdasatkan penggambaran tersebut diaminl suat anabsa yang
disesuatkan dengan teoriteori hukum yang ada, pendapat paa sarjana berupa



kesimputan yang bersifal analisis. Berdasarkan ketentuan tersebut & aas dapat
dijelaskan bahwa pembenan Hak Tanggungan oleh pemben Hak Tanggumgan
{Debitur) kepads pemegang Hak Tanggungan (Kreditur) pada asasnya metupakan
cuats bentuk penjemman terhadap perjanjian \tang-priang yang dibuat oleh
kedua belah pihak. Janji uniuk memberikan Hak Tanggungan kepada pemegang
Hak Tanggungan harus dituangkan dalam benuk Akla Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejbat Pembuat Alia Tanah (FPAT)
sesuai  dengan ketentuan perafuran perundang-undangan yang berlaku. Untuk
menghindan obyek Hak Tanggungan yang betum bersertifikat {belum didafiarkan
hak #as tarshnya meskipun telah memenuhi syarat), maka bersamaan dengan
pemberian Hak Tanggungan, pemilik umah wagh mengajkan permohonan
pendaftaran hak #as tanahnya. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dapat
dimungkinkan terdin dari beberapa obyek Hak Tanggumgan yang dijaminkan,
maka dalam akta tersebut perle dicanmimkan pula perjanjian roya (pencoretan}
untuk sebagian (partial) obydk Hak Tanpgungan yarg telah dilunasi pembayaran
hutangnya. Pencantuman perjanjpan inilah sebenarma yang menjadi  dasa
dilakukannya roya partial dalam serfipikat Hak Tanggungan oleh Kantor
Pertanahan

Berdasarkan hasil penclitian, pelaksansan pendaftaran Hak Tanggungan i |
Kantor Pertanahan Kotz Semarang Sempai sad mi  cukup batk, artinya
permohonan | pendaftaran < Hak ~Tanggungan telah  memenuhi  persyaratan
administratif sebapamana ditentukan olkeh peraran perundangundangan yang
berlaku. Beberapa kendala yag dihadapi oleh Kanior Pertanahan Kota Semarang
dalam pelaksanaan wya partial secara wmum adakh masalah ketentuan peraturan
perundang-undangan yang Saling bericntangan < sam  Sawd lain. Penerapan
peraturan-peraturan tersebut yang tidzk ccsusi dengan kondisi lapangan, dimana
secara kenyataan ketentuan yang ieemust dalam Pasal 2 ayai (2} Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1996 sanga sulit untuk dilakukan, mengingat banyak terjadi Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) bdak memuat perjanjian 1o¥a partial
(pencorstan sebagian) obysk Hak Tanggungan terhadsp pelunasan scbagian
hutang-hutang yang dijamtn- dengan Hak Tanggungan. Untuk mengatasi kendala
tersebut, maka Kantor Pertanalan Kota Semarang melakukan upaya melakukan
pendekatan kepada Nowris/PPAT (Pejabat Pembuat Ak Tanah), dan melakukan
pendekatan dengan pihak Bank.
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BaB |

PENDAHULUAN

A latar Belakang Masalah

indonesia  pada hakekamnya memiliki  kekavaan sumber daya
agrariysumber daya alam yang begitu besar meliputi bumi, air, ruang angkasa
den kekayaan alam yang terkandung d dalamnya sebagai Rachmat Tuban
yang Maha Bsa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Oleh Karena ites
menjadi  kewajiban bay banusa Indonesia wowk  memanfaatkan  dan
mengelola  kekavaan alam reebut secara optmal, Untuk memberikan
kepastian  hukum bag pengzclolaan sumber: daya agraria/sumber daya alam
dalam pengelolaaniya khususnya yang melipoti bumi. Pemerintah  telah
mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokek Agrara

Undang-Undang nomor § lzhun 1960 rentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria merupakan landagan ulama hag pengaturan masalah agraria &
Indonesia yang d dalamnya diatuf masalal hak-%ak atas tanah, hak atas aw
dan ruang angkasa, Mengenai hak alas tanah ini, Pasal 16 ayal (1} Undang-
Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Perawran Dasar Pokok-Pokok Agrana

menyebutkan -

(1) Hak-Hak atas tanah sebaga yang dimaksud dalam Pasal 4
avat(l) 1alah:a. Hak milik

b Hak guna usaha

'Y Baedi Harsono, tlukam Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraorean Ehekum
Tanah}, Djambatan, Jakaria, 2000, Hal 10



b

Hak guna bangunan

Hak pakal

Hak sewn

Hak membuka tanah

Hak memungut hasd hutan

Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak
jerscbwt & aas vany akan dictapkan dengan
undang-undang sata  hak-hak  jang sifatnya
sementara sehagal yang disebutkan dalam Pasal 53

T oo D

Setigp warga Negara Indonesia dapal memiliki hak-hak ates tanah
tersebut sesuai dengan ketentuan petatvran perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang nomor 5 tahun 1960 ientang Peratran Dasar Pokok-Pokok
Agraria menetapkan beberapa hak aas wanah Jdzapar digunakan sebapal jamman
hutang dengan pembebanap Hak  Tanggunsan. Beberapa “hak amas tanah
rersebut adalah hak milik, hak pona uszha dan hak gwna bangunan. Pasal 25
Undang-Undang nomot 5. tahun 1960 tentang Dasx Pokok-Pokok Agrana
menyebutkan

“Hak millk dapat djadikan jamman uwang dengan dibebam Hak

Tanggungan. ™

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang nomer 5 talun 1960 tentang
Peraturan Dasa Pokok-Pokok Agrariz menyebutkan :

“thk mna uszha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak

tangpungzan.”

Selanjuinya Pasal ¥ Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 1entang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :

“Hak guma bangunan dapat dijadikan jaminan vtang dengan dibebani hak

tanggungan.”



Berdasarkan ketentuan Pasal 25, 33, dan % Undang-Undang nomor 3
tahun 1960 tentany Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebul di atas,
meka hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan dapat digunakan
schagpl jamman wang dengan pembebanan  Hak  Tanpggungan diatur
lersendiri dalam undang-undang. Hal i dapal dilibal dan ketentuan Pasal 51
Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 temang Peratwran Dasar Pokok-Pokok
Agraria yany menyebutkan ; ©

“HMak Tanpeungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna

usahn, dan kK gum bangunen teesebw dalam Pasal 23, 35, ¥ dar

dengan undang-undang

Lahirnya biek Tanggungan yang merupaxan pelaksanan dar Undang-
Undang nomot 5-shun 1960 ftentang Peraturar Dasac Pk ok-okok  Agraria
telah disesuaikan dengan petkembangan keadaan dan mengaiur herbagat hal
paru  yang berkenaan dengan lembaga Hak Tanggungan yang gakupannya
mellputr.“

Obyek Hak Tanggungan

Pemberi dan pemegang Hak Tanggungan

Tata cara pemberian, pendaftaran, peraihan, dan hapusnya
Hak Tanggungan

Eksekusi Hak Tanggungan

d
e Pencoretan (Roya} Hak Tanggungan
f. Sanksi administratif

f oo

Munculnya lembapga Hak Tanggungan mi pada hakekatnya didasarkan

adanya suatu kenyataan bahwa dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari

o Bid, Hal 2
Yo Rid hat 156



tersedianya dana yang cukup besar batk wntuk kepentingan MNegara, swasta,

maupun perorangan. Untuk mencukupi kebutuhan dana sebagai penunjang

kegiatan perekonomian, dipetlukan suatu lembaga yang khusus bergerak d

bidang penyedisan dan penyaluran dana, yaitu lembaga perbankan.

Salah sal jaminan kredit yang dapal dibecikan dalam perbenan kredit
atau hutang oleh perbankan adalah melalui lembaga Hak Tanggungan. Dengan
adanya lembaga Hak Tanggungan, maka pemberi kredit maupun penerima
kredit mendapal perlindungan jdminan yavg kuat dan merupakan jaminan
kepastian hukum bagi semua pibak-pihak  yang barkepenungan. Kedudukan
Mak Tanggungan it sanditi merupaken accesolr aou ikbian dan perjanyan
pokok  (Obdigater), - ysilu porjanjian yang meimbulkan hubungan  hukum
hitang piviang yeag dijanin pelunasannya, Fihak-phink yang mEmpUnyal
hubungan lersebul dapal berupa perorangan atad badan hukum

Lembage | Hak Tanggungan {dahuluhipotik) sebagai lembaga hak
jamingn atas 1anah menmitiki cr-erriz*

a Merupakan perjanjen yang cccesni, dismmping adanya perjanjian pokok
yang Dberwujud  pefjanjian - pinjam  memin jam  uvang Pasal 1162
KUMPerdata Karena —merupakan — perjanjian— yang accesow, maka
tergantung pala perjanjpan pokok dan akan  hapus dengan hapusnya
peranjian pokok.

b Mempunyai sifat suoky gewlg, yaitu Hak Tanggungsn ilu senantiasa
mengikuti bendanya dalam tangan siapa benda iu berada {drot & suneg)
sehagaimana diatur dalam Pasal 1163 ayal (2) KUHPerdata,

¢ Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (droit de preference)
Pasal 1163, Pasal 1134 aym (2) KUHPerdata.

d Obyeknya adalah benda-benda teiap, yaitu yang dapat dipakai scbagai

jaminan adalah benda-benda tetap baik yang berwwjud maupun yang
berupa hak-hak atas tanah,

Y 97 Soedewi Masichoen Sofwan, Hak Jaminan stas Tansh, Liberty, Yogyakanz. 1981, Hal 6



e Fak hipotik (langgungan) hanya berimi hak untuk pelunasan hutang
{verhaalsrecht) dan tdak mengandung hak uniuk  menguasai/memiik
bendanya, namun diberi hak untuk memperjanjikan menjoal  atas
kekuasaan sendiri bendanya manakala debitur wanprestasi pasal 1178 awat
(1), ayat (2) KUHPerdaia.

Berdasarkan civi-ciri tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa apabila
debitur cidera jan)i kepada kreditur, maka pemegang Hak Tanggungan berhak
untuk menjual obyek yang dijadikan jaminan melalu  pelelangan umuin
menurut peraturan hukum yang berlaku dan mengambil pelunasan tersebut
Meskipun obyek Hak Tanggumgan sudah dipindahkan haknya kepada pthak
lain  krediter pemegang Hak  Tanpgungan mash tetap berhak uniwk
menjualnya telalyl pelslangan umum apabila debir widera iani.

Pernberian - Hak Tangguhpan dapat didahulul dengan janji untuk
memberikan | Hak -Tanggungan sebagal jaminan- pelunasan futang terentu
yang diluangkan dalam Akta Pemberian’ Hak Tanggungzan. Aka Pembernian
Hak Tanggungen dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
berwenang dan ditunjuk uniuk membuat akia pernindahan hak atas tanal dan
perbuatan hukum lainnya mengenai hak atas tanah yany terietak A dalam
dacrab kerjanya. DI dalam Akta Pembenan Hak Tanggungan dicantumkan
identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan. domustli para pihak
Disamping t juga harus jelas penunjukan tentang hutang-hutang yang
dijamin, nilai tapgguhgan dan urzan mengenar  obyek Hak Tanggungan
dalam kaitannya dengan asas spesiziitas dari Hak Tanggungan. Pemberian

Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada pemegang Hak



Tanggungan wajb didaftarkan pada Kantor Pertanghan, hat il ditegaskan
dalam ketentusn Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan

Meskipun Undang-Undang  Hak  Tanggungan masth  mempunyal
beberapa kelemahan, namun dalam kenyataan yang ada rmasth banyak pemberi
Hak Tanggungan yeng membebankan beberapa obyek Hak Tanggungan
dalam sam Hak Tanggungan tanpa disertai pejanjian untuk menghapus
schagian Hok Tanggungan apabila pemberi Hak Tangggungan telah melunast
sebagian butangnya. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, pencoretan
alas sebagian atau keseluruhan obyek yang dijaminkan disebut dengan rova
partid.  Kondisi tersebut - memjadi - dilematis manakala pemberi Hak
Tangoungan telsh melunas) scbagian hutang-hutangnya kepada  pemegang
Hak Tanggungan, namun pemberi Hak Tanggungan ridak dapai melakukan
pencoretan sécara scbagian atau Roya Partiai, discbabkan salah satunya adalah
penerima Hak Tanggungan tidak mau mengsluarkan siwal pErmyataan tertuls
yang bensi tentang hapusnya Hak Tanggungan tersebut secara sebagian

Rerdasarkan keterangan & atss, penuhs tertatk uniuk melakukan suatu
penelitian dengan judul - “TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN
ROYA PARTIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN

KOTA SEIMARANG™



R Perumisan Masalah
Berdasarken latar belakamg penelitian d atas, maka perumusan
masalah yang dapal diambil adalah sebagai berkut :
1. Bagaimana pelaksanaan roya partia! oleh Kantor Pertanzhan  Kota
Semarang menurut Undang-Undang Hak Tangg ungan?
3 Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kot

Semarang dalam pelaksanaan roya partial menurut Undang-Undang Hak

€', Tujuan cla

Kartor

b Unuk lﬁ b kendala-kenc AT pddapl  oleh

Pertanahan 'k ® roya partial menurut

Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Kegunaan Penelitan
Kegunaan dati pengiitian i adalah :
a Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah  wawasan dan

pengetahuan berupa gumbangan bagl pengembangan ilmu pengetahuan



hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian Tnengenal futang
pitang.

b Kegunaan Prakts
Dari hasil penelitian ir diharapkan dapat diperoleh suatu pernikiran
yang dapal disumbangkan bag masyarakal mengena pelaksanazan mya
partial & Kota Semarang menurit Undang-Undang Hak Tanggungan

dan Peraturan Pelaksanaannya khususnya bagi para pihak vang

penelitian | yilric ' 50010 25€i yaitu  suatu

penelitian Vi

um;sm.n
hubungan antql. ol :.g“‘?t-? ok Li" .

lebih  menekankan pat engan-—menelaah  pejala-gclala

3 Yuridis s0s10l0g1s

hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan roya partial d Kantor
Partanahan Koa Semarang menurut Undang-Undang Hak Tanggungan
dan peraluran pelaksanaannya.
2 Spesifikasi Penclitian
Spesifikasi pada penelitian ini adalah desknptf amalisis, yatu

menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan mengenal



pelaksanaan roya partial & Karior Pertanahan Kota Semarang merrrt
Undang-Undang Hak Tanggungan dan peratran pelaksanaannya.
Berdasarkan penggambaran tersehul diambil suam analisa yang
disesuaikan dengan teonteor hukum yang ada, pendapal para sarjana
berupa kesimpulan yang bersifat anahisis.

3 Metade Pengumpulan Daa dm Jems Daa
3. Metode pengumpulan data dilakekan dengan cara .

1 Observasi, merupakan pengumpilan daa dengan jaian melakukan
pengamatan - kepada obyek pemelitian  yang menjadi  pokok
permasalahan.

7 Wawancara,  merupakan tawa jwaB secaa langsung dengan
responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun
lidak terstrukiur, }'#itu hama menwat gans besa pertanyaan Yang
mengarah pada permasalahan

b. Sedangkan jenis daa meliputr *

1 Data Primer. adzlah data siama yang dipergunakan untuk mengkal
masalah vafi-diperoiehrdan penclitiantapamgan

2 Dat a Sekunder, adaiah data pendukung daa primer seper -

- Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Perawran Dasar
Pokok-Pokok Agrana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 1entang Hak Tanggungan

3 Data Tersier, yaitu berupa hasi penchtian, bahan-bahan artikel,

makalah dan lain sebagainya.
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4 Metode Analisis Daa
Daa vang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif didukung
dengan analisis kuantitatif, yailu menganalisis daa dengan konsep, teori
dan peratran perundang-undangan yang disusun secara induksi, teratur,
dan urut Daa dianalisis menusul masing-masing kelompok daa yang
berhubungan dengan pelaksanaan roya partal & Kantor Pertanahan Kota
Semarang menurut masing-masing safiabel menjadi :
a. Kelompok daa yang bernubuigan dengan peraturan soya partial
b Kelompok daa vang berhubtngan pelaksanaan soya partial ¢ Kantor
Pertanahan Kota Semarang.
5 Metode Penyapan Daa
Daa kualitatif dan data Ywantitaif yang telah diperoleh, dwolah
melalut proses editing, yay poses memciiksa atau meneliti duta umiuk
mendapatkan daa yang benar disusun secaa sistematis da terperingi.
Untuk data kualitat:f disajikan dalam benmic urzian yang menggambarkan
hasil penelitiar:, Uniul data kuantitasf disajkan dalam bentuk angka dan

tabel sederhana,

E Sistematika Penulisan Skripsi
Unuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai st skopsi
ini agar lebih mudah dipahami, maka skrps i perla disusun secara

sisternatis. Adzpun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebaga

berikut :
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Bab | Pendahuluan. Bab ini menguraikan lentang latar belakang
masalah, perumusan masaleh, tyuan dm kegunaan penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab I Tinjauan Pustska. Bab im mengurakan mengenal tcon-Aeor!
yang dipergunakan untk mendukung hasil penclitian meliputi lembaga hak
jaminan ates tanah, pengertian Hak Tanggungan, dasar  hukum Hak
Tanggungan d Indonesia, perbedaan Fak Tanggungan, hipouk  dan
credietverband, dan pengertian roya partial.

Bab T, Hasil Pereltfan dan Analims Dawa  Bab N menguraikan
mengenai hasil penelitian. dalam menjavab peomasalahan, yaitu pelaksanazn
roya partial oleh Kanier Pertanahan Kota Semarang menunat Undsng-undang
Hak Tanggungan, dan kendala-kendaia yang dihadap: Kamtor Pertanahan Kota
Semarang dalam pelaksanzan roya  partial menurut Undang-undang Hak
Tanggungan den C&rA mengalasinya

Bab IV, Penutup. Bab inf mencoba menguraikan tentang kesimpulan dan

saran.



BaB 1l

TINJAUAN PUSTAKA

A Lembags llak Jaminan Atas Tanah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agranz | dalam  sisiem
hukum kia telah dikenal lembaga-lémbaga hak jaminan atas tanah Figendom,
yaity Hak Milik, Hok Lrfjref? adalh Hak Cuna Usaha, dan Hek Opsad
adalash 1Bk Numpang Karang yaith suam fiok kebendaan untuk mempunyai
gedung-gedung, bangunan-banguhan dan penanaman di atas pekarangian orang
lain serta credieiverband wka yang dijadikan janunan adalahi Tanah Hak Mulik
Adat,

Sotelah berlakunya Undang-Undang Pokok = Agraria, maka disediakan
lembaga hak jamimat yang kuat yang dapat dibchankan-peda ek sas tanah,
yauu Pk Tanggungan sebagal penpgantl  lembaga iypotieek  dan
credietverband. Namun, demikian seglama 30 tahun sejk  diberiakukannya
Undang-Undang 'Pokok ' Agracia, lembaga Hak Tanggungan belun dapat
berfungsi sebageimana mestintyaHal tersebut disebabkan belum ada undang-
undang yang mengatur secara lengkap sesuai dengan yang dikehendaki oleh
ketentuan Pasal 5! Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga berdasarkan
ketentuan Passl 57 Undeng-Undang Pokok Agraria ketentuan hyporeek
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan credietverband  dalam
Staathlud whun 1908 nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Sruatbiad

tahun 1937 nomor 150 tatap diberlakukan.

12
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Tanggal @ Aprl 1996 lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
tentang Hak Tangpungan Afas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaian
dengan Tanah yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Tanggungan.
Undang-Undang Hazk Tangguhgan dimaksudkan sebagai pelaksanaan amanat.
Undang-Undang Fokek Agrana, menyesuakan dersan perkembangan vang
wlah terjadi dibidang konsepsi dan admimistrasi hak-hak atas tanah dan
meningkatkan usaha menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional,
khususnva di bidang pengamands jaminan  melalu pemberian kredit umuk
herbagal keperluan

Undang-Undang Nomor 4 1ahun 1996 wentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beseta Benda-Benda  yang  Bérkailan - dengan  Tanah  lahir
menggantikan ketentuan-ketentuan Aypotheek da cmd:eruerba:d. Pasal 29
Undang-Undang Eak Tanggungan snenegaskan bahwa dengan beriakunya
Undang-Undang, Hak Tanggungan, keteniuan mengenal credierverband
sebagaimana tersebut dalam Staablad 1937-190 dan kelentuan mengenai
hypotheck sebagaimana tersebat dalam buku [ Kitap Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia ‘sepahjang mengatur pembebanan Hak Tanggungan pada
tak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 1amah dinyatakan
tidak berlaku lagi

Selain hak-hak jaminan aas tanah tersebut di Aas yvang ketentuan hukum

material, pemberian dan pendaftarannya diatur dalam undang-undang, ada

juga hak jaminan yang dikenal dengan sebutan Fidusia atau lengkapnya
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“Liductare Eigendoms Overdracht” yang hukum materialnya merupakan

hukum tidak terulis

B Hak Tanggungén

1

Pengenian Hak Tanggungan

Dalam rangka mengadakan unifkast  Hukum Tanah MNasional,
Undang-Undang Pokok Agraria menyediakan lernbaga hak Jaminan atas
tanah yang baru, sehubungan dengglin iti sejpk berlakunya Undang-Undang
Pokok Agrara, Hak ~Targgunges inimenggantikan iypostheek dan
crediemerband yang merupakan lembaga-lembaga hak jaminan aias tanah
datarr. bhukum Tenah yang lama Hak 'Uanggurgan beseria benda-benda
yang barkaitan dengan tanah, yany disebut f[lak Tanggungan adalah hak
jaminan yang -dibebankan pada bak as tanah sehagaimana dimaksud
da'am Undang-Undang womor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokak-Pokok Agraria, berikul atau tidak berikut benda-benda lam yang
merupakan saiu kesatuan dengan tanah fu, untuk pelunasan wiang tertentu
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreduur terientu
terhadap kreditur-kreditur lain,

Sehubungan dengan ftu sejak berlakunya undang-Undang Pokok
Agraria, Hok Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga Hak Jaminan
atas tanah vang ketentuannya diatur dalam hukum teriuls Tetapt
mengenai Hak Tanggungan tersebut Undang-Undang Pokok Aprana baru

menetapkan obyeknya vyaitu, Hak Milk, Hak Guna Usaha, Hak Guma
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Bangunan. Ketenuan-ketentuariya lebsh lanut menurut Pasal 31 yang

menyatakan

“Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak

Guna Usaha dan Mak Guna Banpgunan tersebut dalam Pasal 25, 33,

dan P diar dengan Undang-Undang’. masih akan diatur denpan

undang-undang.”

Sehubungan dengan i ditentukan dalam Pasd 57, bahwa ;'

“Selama undang-undang menpenal hak milik sebaga tersebul dalam

Pasal 51 belum terbenuk, miaka yang berlaku ialah ketentuan-

kelentuan mengenai syvpotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang

Hukumn Perdata  Jndonesia dm erecierverband tersebut  dalam

$.1908-542 sebagal yang telah dubah derigan S. 1937-190.

Dengan  adamya  ketentuan dalorv Pasal Pegalihan tersebul, schk
berlakunya Undang-Undang Pokok Agrarm kecuall ‘mengenai obveknya
yang sudeh ditunjuk sendici oleh Undang-Undang Pokok Agrana, lerhadap
blak Tangpungan diberlakulan ketemuan-kelcnan fyporfieek  dan
crechetverbond. Ketentuan-keteniuan tersebut mengenar  baik  huk um
materialnya maupun. ia. gad. pedibebanan sei@ penerbiian swal tanda
bukii hakma.

Dalam perkembangannya ketentuan Hak Tanggungan men Jadh
beriambah dengan diselenggarakannya pendaflaran tanah  menurut
Peraturan Pemeriniah nomor 0 iahun 196! 1entang Pendafiaran Tanzgh, Jo

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Dengan adanya ketentuan

bau tersebut pembebanan Hak Tanggungan dan penerbnan sural tanda

Y Op.git, Hal 2
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bukti haknya, tidak lag dilakukan memnu peraturan hypotheek dan

credigrverband.

2 Dasa r Hukum Hak Tanggungan di Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan ini amat berarti
di dalam menciptakan unifikasi Hukurm Tanah Nasional, khususnya <
bidang hak jaminan etas tanah, Undang-Undang Hak Tanggungan
bertujuan memberikan kndasan untwk dapat berlakunyz lembaga Hak
Tanggungan yang kual yang & dalamnya antara lamn menegaskan atau
meluruskan persepst yang kurang tepat & wakm yang laku.

Perkembangan - ketentuan  Hak  Tanggungan - menun jukkan
periambaban dengan  diselenggarakanny 2 pendaftaran 1amah menurut
Peraturan Pemérintah Nomeor 10 Tahun 1961 tentang Pendafiaran Tanah
1o Peraturan Pemenntah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Adanya ketentuan baru tersebut pembebanan Hak Tanggungan dan
penerbitan surat tanda bukli - haknya, tdak | lagi dilakukan menurut
peraturan hypoifieek dan eredesverburd

Sampar saa m ielah ada beberapa Peratwan yang dhkeluarkan
sehapai peizksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan, yau :
| Peratran Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997 temntang Pendafiaran

Tanah
Pasal 44 Peraturan Pemerntah tersebut mengatur masalah pembebanan

hak, Pasal 45 vang mengatur masalah perolakan pendafiaran tanah dm
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pembebanan hak, Pasal 33 dan Pasal 54 yang mengatr masalah
peralihan dan hapusnya Hak Tanggungém
2Peraturan Memeri Negara Aprania/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 1emang Kelentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanab menurut
Pasal 96.
Pasal 96 ayat {1) mengakur: B

(1) Bentuk-bentuk akia yang dipergunakan d dalam pembuatan
aka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2)
den cara pengisiannya adaleh scbagaimana tercantum dalam
lampican 16 #d 25 dan terdini dad bentuk |

Akia Jua) Beil (lampiran 16)

Akta Tukar Menukar {(lamipiran 17)

Akta Hibah {lampiran 18}

Akta Pemasukan k= dalam Perusahaen (lampiran 19)

Akla Pembagian Hak Bersama {lampiran 20)

Akta Peraberian Hak Tanggungan {lampiran 21}

skta Pcmberisn Mak Guna Bangiman/Hak Pakai Alas

Tanah Hak Milik {lasnpiran 22)

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (lampiran

23)

D e lane

3 Peraturan Mehten Nepara Agratia/Kepala Bada Perianahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 8 Mel 1996 temang Penetapan Batas
Wakw Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit terientu.

Peraturan ini melakukan amanat Undang-Undang Hak Tanggungan
dalam Pasal 15 ayat (5}, ymu menctapkan batas wakti penggunaan

SKMHT {Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) bagi kredit-

y Peraturan Mepiert Negara Agrana/Kepaka Padan Pertanshan Nasional Nomor 3 Tabwn 1997
Tentzne Ketenan Pelaksanaan Permiuran Pemennish Nomor 24 Tahun 1997 Hal 34
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kredit tertentu yang dikecualikan dari berlakunya Pasal 15 ayat (3) dan
ayat (4) Sesuai dengan penjelasan Pasal 15, meka penctapan waktu
tersebut dilakukan oleh Menteri yang berwenang & mdang pertanahn
(Menteri Negara Agrana/Kepala Badan Pertanahan Nasional) setekah
metkonsuliasi dengan Menteri  Kevangan dan Gubermur  Bank
Indonessa.

Padd Umumnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
diberikan dalem jangka wakin yang berbeda antara kredit yang satu
dengan kredit yang lain, sesuai dengan jumlah kredit yang diterima.
 Peraturap Menteri Negara AgrarivKepala Badan Pertanahan Nagional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketenwan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah Pasal
114,

Pasal 114 menyebutkan..

(1} Umuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obycknya berupa hak
atas tanah atzu Hak Mk Ams Satoan Rumah Susuwn yang sudah
terdaftar  atas nama pemberi Hak Tanggungan, PPAT  yang
membuat Akta Pemberion Hak Tamggungan wajpb sclambat-
lambatnya 7 (tujuh) heri kerja setelsh penandatanganan Akta
tersebut  menyerahkan kepada Kantor Pertanahen. berkas Yyang
diperiukan yang terchri dan
a Surat Penganiar dad PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dun
memua: daftar jents surat-suraf yang disampaikan.

b Surat permohonan pendafiaran Hak Tanggunpan dari pepenima
Hak Tanggungan

¢, Fotocopy surat buki identitas pemberi dan pemegang Hak
Tanggungan.

d Sertiptkat asli hek atas tanah ataw Hak Mihk Atas Saluan
Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanpggungan.

¢ Lembarke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan

" rhict, Vel 67,
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¢ Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf
oleh PPAT vang bersanghkutan unwmk disahkan sebagai salinan
oleh Kepak Kantor Peranahan wnmuk pembuatan Sertipikat
Hak Tanpgungan

(2)Di daerah yang letaknya Kamor PPAT scbagdimana dimaksud
pada ayat (1) jauh dan Kantor Pestanahan dan menurut pendapat
PPAT vang jauh dari Kantor Pertanahan, berkas tersebut dapat
dikirim dengan pos tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hart kena
seteiah penandatanganan Akiz Pemberan Hak Tanggungan atau
disamparkan melalui penerima Hak Tanggungan Yang bersedia
menyerahkannya kepada Kantor Pertanahan tarpa membebankan
baya penyampaian beskas ersebut  kepada pembert  Hak
Tanggungan,

(3)Petugas kantor Pertanahaf isang ditunjuk membubuhkan tanda
tangan, cap, dan vangpal pemefimaan pada lembar kedua surat
pengantar schagaimana dimaksud pada ayat (1) mruf 2 sebagai
mnda tefima berkas ersebut | dan mengembalikannya metalui
petugas yang menyerahkan berias fu atad dalam hal berkas
wersebut diterima melalui pos tercatat, menyampatkan 1anda terima
i1 kepaca PPAT vang bersangkutan melaluf pos tercaiat puia.

(4) Apabila dalam pemeriksaan berkas termyata balwa berkas tersebut
idak lengkap, bak larenz jenk dokumen yang dienma ndak
sesual - dengan jénss dokumen yany sudah ' diserahkan terdapat
tardapat -cacat mater; atau dibuat pdak sesua dengan ketentuan
yarp berlaky, selambatlambainya 7 {tujuhy han kerja sesudah
tangyral penenimaay Serlas, Ssbigumana dimaksud pala ayat (3
Kepela Kantor Pertanahan memberitahukan secara terubs ketidak
lengkapan berkas tersebut kepada PPAT yang Bersangkutan dengan
meny ebutkan jenis kekurapgan yang ditemukan.

(5) Segera sesadah ternyata bahwa berkas yang hersangkutan lenghap
Kepala Kanior Parianahan mendaftar - Hek Tanggungan  vang
bersangkuian-dengan..membuatkan buku tanah Hak Tanggungan
dan mencatatnva pada buka tanah dan sertipikat Hak atas tanah
au Hak Milkk Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek
Hak Tanggungan, yang tanggainya adalah 1anggal han ketujuh
setelah tanggal tanda terima termaksud pada ayat (3), dengan
ketentuan bahwa apabita hari ketwjuh tersebut jah pada hari ibur,
maka Puku tansh Hak Tanggungan dan pencalatan d  atas
bertanggal hart kena berikunya

{6) Datam nal terdapat keudak lengkapan berkas sebagaimana
dimaksud pada avat (4), maka tanggal Buku tanah Hak
Tanggungan dan pencatatan di aas diben bertanggal hari kerja
benikutnya.

{7)Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayal (3). (4). {5} dm (6)
haus juga dilaksanakan oleh Kantor Pertanahban, walaupun



pengifiman berkas oleh PPAT dilakukan sesudah waktu yang
ditetapkan pada ayal {1) dan (2).

5. Perawran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 tahun 1997 temang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
Pasal-pasal yang mengatur adalah Pasal 12! mengenai pendaftaran
peralihan hak tanggungan, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 tentang
pendaftaran hapusnya Hek Tanggongan.

Peraturan-peraturan térsebut & das pada dasamya merupakan suatu
sistem hukum pesiil & bidang pertanahan yang memiliki hubungan eral
salu sama lainnya. Peratran-peraturan tersebut sseara hirarki bersumber
pada salu peraturan dasar, yaitu Undang-Undang pokok Agraria.

Ciri-ciri. Hak Tanggungan menurut  penjelasan umom  Undang-
Undang Fek Tanggungan adalab Scbagal berikut :

. Membetikan kedudukan yanp divtamakan atauw mendahulul kepada
pemegangnya.

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek
itn berada.

3, Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingpa dapat mengikat
phak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

4. Mudah den pesti pelaksanaan eksekusinya.

Qementara asas-asas Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak

Tanggungan melipull
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Asas Publsitas

Asas Publisitas ini dapa diketahw dan Pasal 13 ayat (1) yang
menyatakan balwa pemberan Hak Tanggungan wajb didaflarkan
pada Kantor Pertanahan. Cleh karena ilu dengan didaftackannya Hak
Tanggungan merupakan syard mutlak untuk lalimya Hak Tanggungan

tersebut dan mengikainya Hak Tanggungan rerhadap pihak ketga

2. A sas Speswalbsitas

Asas spesialisitas ini dapat diketahut dan penjelasan Pasal 11 ayali(l)
yang menyatakan bahwy ketentuan N menetapkan is yang sifainya
wajgh untuk salrwa Akia Pemberian Hak Tasggungain (APHT). Tidak
dicantumkanmva secara lengkap hal-hal yang disebut pada aya mi
dabm APHT mengakibatkan akis yane bersangkutan batal demi
hukue Keteniuan m dimaksudkan uniuk memenuhi asas spesiahisitas
dari Hak Tanggungan balk mengena subyek, obyek maupun huiang
yang dijamin.

Asas tak dapat dibagibagi

Asas tak dapar dibagi-bagi i ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat @k dapat
dibagi-bagi. Namun demikian dapat dikecualikan jika dipetianjikan
dalam Akia Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (2).

Obyek dari Hak Tanggungan berdasarkan ketenman Undang-Undang

Hak Tanggungan dapat divraikan sebagai berkut -



L. Hak Milik {diatur dalam Pasa 4 ayat{1}

2. Hak Guna Uszha {diatur dalam Pasal 4 ayat {m

3 Hak Guna Bangwnan {dianr dalam Pasal 4 ayat (1))

4 Hak Paksi Atas tanah Negara (diawr dalam Pasal 4 ayat (2}

5. Sawan Rumah Susun yong berdm diatas HM, HGR, HGU {chawur
dalam Pasd 27)

& Hek Milik Aas Samian Rumah Susin (distur dalam Pasal e

Subyek dari Hak Tanggungan adalah perberi Hak Tanggungan dan

n
pemegang Hak Tanggungan. Pasal 2 Undang-Undang Hak Tanggungan

menyebutkan bah.a pemberi Hak Tmggungmn adalah Orang atae hadm

huk um, ‘yan -
£ Mempanyat kewenangsn uniuk melakekan petrosian fudgm
lerhadap abyek Hok 1anggungun yasg bemeigh sai s e pn o

melekukan perbudan hukum iethadap obycsk Hak Tenggungan haus ada
pada pemberl Hak Tanggungan pada sai pendafianan Hak Tanggungan
dilak ukan.

Sementara dalam’ Paspl 9 Undang-Undang - 1hk Tanggungan
disebutkan bamsa~pemegang Tak Tanggungan adalah orang perseorangan
atay Badan Hukum yang berkedudukan sebaga pthak yang berpiang.
Oleh katena Hek Tanggungan Sebagai lembaga jaminan hak aas tamah
tdak mengandung kewenangan umuk menguassi secara fisk dm
menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, tanah ‘etap berada dalam
penguasaan pemben Hak Tenggungan kecuali dalam keadaan yang disebut
dalam Pasal 11 ayat (2) turaf e Undang-Undang Hsk Tanggungan, maka



pemegang Hak Tanggungan dapel dilakukan oleh Warga Negara [ndonesia
dan Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Asing amu Badan
Hukum Asing Adapun ketengan Pasal 11 ayat {2} buruf ¢ Undang-
Undang Hak Tanggungan adatah sebagal berkut .
janji bahwa Hak Tanggungan periama mempunya) hak untuk
menual atas kekvasaannya sendiri obyek Hak Tanggungan apabila

debitur cidera yanj.

: ‘jl (syaral-

m!:u:n itk

u NI der h u .. ﬁ .l_lemungkman ada

jan - janji lﬂi':ik._l Hu“"f}”ﬂgﬂﬁ_}'hhgmakﬁg a ¢ disebutkan dalam
APHT, atan dibuar dalam akia yang lain. |

Berdasarkan pada kelentuan peraturan perundang-undangan, yakm
Undang-Undang Nomor 4 1abun 1996, menurut | Satrio, Janji-janp Hak
Tanhggungan adalsh :

a Tetap tingginya Nilai Obyek Jaminan
b Janp sewa

% | Sgric, Aukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tangguegsn, PT Cirra
Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hal 1



Janj unik Bdak Mengubah Bentuk dan Tata Susunan Obyek
Ha Tanggungan

Janj Pengelolaan

Janji Untuk Menyelamatkan

fany Kewenangan untk Menjal

Janji untuk tidak Dibersitkan

janji unhsk tidak Melepaskan Hak

Janji unmk ndak Mengalihkan Obyek Hak Tanggungan
Janji Uang Ganti Rugi

Janji Asuransi

. Janji Pengosongan

m. Janji Memegang Sertipikai Hak aas Tanah

n Janji Pemilikan

[x]

—pr— @ P A

Undang-Undang Nomoe 4  tahub 1996 mengenal pula parate
ek:edrsr, namun. berbeda dengan ketenuan KUHPerdata yang mengaur
hipotk. Berdasarkan ketentuan Pasal 1178 ayat 2 KUHPerdata, pemepang
hipotik pertama diberikan kesempatan wniuk menjual atas kekuasannya
sendiri | (purai  eksekusi) sepanjang  telab diperjanjikan, =~ Sementara
menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 pemegang Hak
Tanggungan diberikan kesempalan - untuk menjual dengan kekuasaan
sendiri (parole ekschisi) tanpa peris memperjanjikan lag. Selenghapnya
Pasal 6 Undanp-Undang Nomot. & tshus 1998 berbumin”

“Apabila debitur cidera jan], pemegang Hak Tanggungan periama

mempunyai hak untuk menjual  obyek Hak Tanggungan alas

kekussaan sendii melaly pelelangan umum sena mengambal
pelunasan piutngnya dan hasil penjualan tersebut”

Sementara dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Lahun
1996 diientukan mengenai janj-janjl yang diperkenankan untuk

dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan {APHT), yakm

9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Heserta
Benda-Benda Yang Herkaio Dengen Tansh.



Janji yang membalasi kewemangan pembenn Hak Tanggungan untuk
menyewakan obyek Hk Tanggungan kecuah dengan persetujuan
teriulis lebih dahuly dar pemegang Hak Tanggungan

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
meng ubah bentuk atan tata suSUnAn obyek Hak Tanggungan, kecual
dengan persetujuan tertuhs dabuiu dani pemegang Hak Tanggungan.
Janji yag memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan
ktak obyek Hak Tanggungan apabia debitur sungguh-sungguh cidera
jan]is

lanji yare memherkan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan “uniuk -menyelamatkan obwk Hak Tanggungen . Jika hal
i diperlulan untuk pelaksanaan ekschusi a2y mencegal menjadi
hapusnya atan dibatalkannyz hak  yang menjsdi  obyek ek
Tanggungan katena bdak dipenuhinya atas dilagggamya ketentuan
Undang-Undang:

. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual aas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabia
debitur cidera jany

. Jany yang diberikan oleh pemegang Hak Tangpungan pertama balwa

obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan darl Hak Tanggungan



7 Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tdak akan melepaskan haknya
atas obyek Hak Tanggungan fanmpa persetujuan rertulis lebih dahulu
dai pemegang Hek Tanggungan.

§ Janji bahwa pemegang Hek Tanggungan akan memperoleh selutuh
atay sebagian darl ganti rugl yang diterima pemberi Hak Tanggungan
untk  pelunasan  plutangnys  epabila obyek Hak Tanggungan
dilepaskan haknya oleh pemberi Mok Tanggungan aau dicabut haknya
untuk Kepentingan Unum.

9 Janji bahwa peniegang Hak Tanggungan akan memperolel seluruh
atsu sebagian doci uang  8suransi  yany diterima.  pembert  Hak
Tanggungan unink pelunasan pitangay, jika cbyek Hak Tanggungan
diasuransikam:

0. Janji bahwa pemberi iHak Tanggungan akan mengosongkan obyck Hak
Tanggungan pada waktu eksckus: Hek Tanggungan.

1L Janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4y

Mengena: proses pembchanan Hak Tanggungan dilaksanakan
melalui 2 (dua) takap kegiatan, yaitu

I. Tahap pemberian Ik Tanggungan, dengan dibuainya Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabal Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang didabului dengan perjanyian hutang pudang yang dijamn,

Pasal 10 ayat {1) Undang-Undang Hak Tangg ungan menyebutkan

(1) Pemberian Hok Teanggungan didatwlui dengan Janji  untuk
memberikan Hak Tanggungan sebagai pelunasan utang terteniu,

'O fhid, Yal 9



vang dituangkan d dalam dan merupaksn bagian yang kK
terpisahkan dan perjanjian wiang piutang yang bersangkutan aiau
perjanjian lannya yang menimbulkan wtang ftersebut. Pemberian
Hak Tanggungan mmi dilakukan dengan pemnbuatan Akla Pemberan
thk Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Tahap pendaftrannya oleh Kantor Perianaban, vang merupakan saat
lahinya Hak Tanggungan yang dibebankan
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang rHak Tanggungan,
pemberian Hak Tanggungan wajlb didaftarkan pada Kantor Pertanahan
selambar-lambatnya 7 (tajul) han keria setelah penandatanganan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pepbat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) wajb mengicimkan  Akra Pemberian Hak Tanggungan
(APHT} yang bersapgkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada
Kantor Peranahan.
pendattaran blak Tanggungan <hlakukan oleh Kantor Pertanahan
dengan membuat buky tanah Hek Tappgungan’ dan mencatainya dalam
buku tznah hak atas tassh yang memadi cbyek Hlek Tanggunian serta
menyalin catatan fersebui  padd sertipikat tmk atas famah  yang
bersangkutan. Pasal 13 ayal (4) Undang-Undang tiah Tanggungan

menyebutkan |

(4) Tanggal buku tanah Huk Tanggungan sebapaimana  dimaksud
pada ayat (3) adalb han kewjuh setelah pencrimaan  secara
lengkap surat-surat yang diperiukan bag pendaftarannya dan jika
hari kewjuh it jatwh pada hari libur, maka buku lanah yang
bersangkutan dibert bertanggal han kerja berkutnya.
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C. Perbedasn Hak Tanggungan, Hipouk dan Credietver band
Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara liak  Tanggungan
dengan  Hipotik  den credietverhand. Perbedaan amara Hak Tanggunjan
dengan Hipolik dan credieverband dapal d uraikan sebagal berikut
1. Dilihat dari asasnya

a  Lipotik/Crederverbund memiliki Asas Vertikal yaitu mengikst segaia
sesualu yang ada ¢ atas tanah yang bersangkutan {diatur dalam Pasal
1165 KUHPerdata).

b liak Tanggungan memilikt asas Horisomal yaiwy mengikat tidak secara
otomatis berikut benda-benda yang ada digtnsiya, (dawr dalamn Pasal
layal(1}jo  Pasal 4 aval 4 Undang-Undang Hak Tanggungan).

2. Diilihan dari sifatrya

a  Hipoukicredieiverhand bersifat Mutlak udak depst dibagi-bagi, {diatur
dalam Pasal 1163 KUHPerdaia ).

b Hak Tanggungan beesifar fidak dapat  dibagi-bag., kecuali  jika
diperjan)ikan  dalan  akia pemberian. (Hak | /Tanggungan yarg
bersengkutan,  (diatur  dalam Pasal 2 Undang-Undang Tak
Tanggungan).

3 Dilihat dari obyeknya
a Hipotik/credietverband memilik obyek MHak Atas Tanah, Yanu Hek

Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha.
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b, Hak Tappgungan memiliki obyek Hak Atas Tanah, yaity Hak Ak, Hak
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Mok Pakai atas Tanah Negara dan Hak
Pakai atas Tanah Hak Mlik,

4 Dilihat dai Subyeknya Pemberi

a Hipotik/Credierverband memandang pemberian hipotik adalah pemegang hak
ftas tanah, (diawr dalam Pasal 1168 KUHPerdata jo Pasal 57 Undang-
Undang Pokok Agraria).

h Hak Tanggungan memandang bila pemegang hak atas tanaly berbeda dengan
pemilik bangunan/lanamar/karyd ying ada th atas pembebananny a dilakukan
secara bersama-sama.

5 Dilihat dan Sora Kuasa

a Dalam HipotikiCradistverband, amat kiasa harus olentik, (dialur dalam Pasal
1171 KUHPerdaia), tidak ada kewajban mencaniumkan jumlaly hutang, tulak
ada larangan uniuk mencaniumkan  kuas bin (misalnys kuas  unwk
memperjual belikan).

b Hbk Tanggungin wajb dibuar demgan Akl Noiaris #au Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) (diatur dalam Pasal 15 ayal (1) Undang-Undang Hak
Tanggungan), fidak bolch ada kuasa substitusi, harus mencaniumkan jumliah
hutang, harus mencantumkan nama dan identilas kreditur dan debitur, tidak
boleh memuat pemberian kuasa lan (misalnya kuasa untuk menjual),

6 Dilihat dari saat [ahimya dan penentuan peringkat
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a. Hipotik/Credierverband lahit pada saa dibukukan, tingkatan tipotik
ditentukan menunn tanggal dibukukannya, tingkatantya sama apabila
tanggal pembukuantya sama.

b Hak Tanggungan lahir pada ban ranggal dibukukan, perngkat Hak
Tanggunpan yang didaftac pada tangpal yang sama ditenukan menurut
tanggal pembuatan Alia Pemberian Hak Tanggunganm {diatur dalam
pasdl 13 ayat (3) jo. Pasal (3) Undang-Undang Hak Tanggungan)

7. Dikhat dari masa berlakunya

a Semua Hiponkicredigrvecband yang sudah ada sebelum  Undang-
Undang Hak Tanggungan berlakwberlanpsung sampai  berakhimya
hipatlk/ credieiverber il yang bersamgsk utar.

b Hak Tanggungan  berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang  Hak
Tangungan berlaku pada tanggal dindangkan. tindang-Undang Hak
Tanggungan telah diundangkac pada tanggal 9 April 1995 dengan
Undang-Undang nomor 4 ahun 1995 (lembaran Negara Rl nomor
3633), sehingga dengen demukian Undang-Undang 1iak Tangpungan
ini berlaku sejak tanggd 9 Apnl 1996

& Eksekusi

a. Datam Hipotik/Credetverband, eksekusi di bawah tangan tdak diatur

b Dalam Hak Tanpgungan, #as kesepakalan antara pemben  dan
pemegang Hak Tanggungan obyek Hak Tangpungan dapai dijual <
bawah tangan (diatr dalam Pasal 20 ayat {?) Undang-Undang Hak

Tanggungan).
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D. Pengertian Roya Partial

Roya (pencoretan) dikenal dalam hipotik/credietverband dan Hak
Tanggungan. Pencorsian hipotki credwrverband dan Hak Tanggungan dan
daftar register umum hanya dapal dilakukan okch Kepala Seksi Pendafiaran
Tansh dan atas persetujuan amara phbak yang berkepentmgan. Pencoretan
(roya) mi dilakukan apabla pwiang yang dijaminkan  dengan
hipotk/ credierverband  ataupun fak Tangguogan telah dibayar funas oleh
pemberi hipouk/cred reivertard atan Hak Tanggungan.

Tajan dilakukennya fov2 (pencoretan) pada Buku ianah ataupun
sertiprkat tanah yang. bersanghutan adalah aper dapat diketahui oleh urmuim
bahwa tanah-lanah vang dijammkan terscbut \elah bebas kembalb, tdak
dibebani Hak Tangsungan. Keadaan hukum disgimbargkan kembali.''' Jika
pemberian hak. peralihan hak pembebanan sarus didafiatkan, maka dermikian
pula penghapusin pembebanan wiga harus dicatat agar dapar diketahui oleh
urm demi kepastian hakum dan kepastian hak.

Serclah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 hun 1996 tentang
Hak Tanggungan Alas Tanah Beserw Benda-Benda yvang Berkanan dengan
Tanah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Hak Tanggungan,
maka ketentvan hipotik dan credetverband menjadi ndak berlaku lagi
sepanjang mengenas pembebaran Hzk Tanggungan pada hak das tanzh

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tansh.

' g1 Soedews Masichoen Sofwan, Op.Cit, tal 56



Pacal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menyasakan

hahwa:
(1) Hak Tanggungan mempunyai sifat nudak dapa dibagi-bag,
kecuali iika diperjanjikan dalam Akl Pembenan Hak

Tanggungan sebagaimana dimaksud pada aval (2).

Keteniuan tersebut ternyata menyulitkan bagi penjualan saluan-
catuan rumah susun dan rumah-rumeh yang teiah selesat dibangun d mana
pembayarannya diperoleh melalui finsilitas kredit pemilikan rumah. Satuan-
satuan rumah susun Gan perumazban masih dibebun Hak: Tanggunpgan selama
kredit konsiruksi yang dijaminkan belum dilunasi.

Cuna menpeiasi Kesulitan terscbut, maka delam ketentuan Pasd 2

ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan''

(2) ‘Apabila Hak Tangguniad yang dibebarkan pada beberapa hak
ams tangh, dapst diperjanjikan dalam Akl Pemberian Hak
langgungan  yang bersangkutan bahwa pelunasan  yang
dijaminkan dapal dilakukar dengan cafa angsuran utang yang
besarnya sama dengan mial masing-masing hak aws tanah yang
merupakain  bagwan dar obyek ~Hak Tamggungan Yang akan
dibehaskan dari Hak Tanggungan tersebvl. sehingga kemudian
Hak Tanggungan i hanya membebani sisa obvek Hak
Tanggungan vntuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi.

Penghapusan (roya) Hak Tanpggungan sebagian-sebagian imlah yang
disebut dengan roya partial Klausula roya partial harus dimuat dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Lembags raya partial i juga

memungkinkan bdang-bidang tmah yang merupakan baglan-bagian  dan

™ ndang-Urdang Nomor 4 Tahun 1996, Up.(ét Hal 4



obyek Hak Tanggungan, meniadi  erbebas dari angsuran schesar  yang
diperjanjikan. Bidang-bidang tanah i kemudian dapat dijual atau dijadikan
jaminan bagi perokhan kredt bau dengan Syarat-syaral yang lebih
menguntungkan  dengan memberikan Ha Tanggungan  bau peringkat
periama.
Roya Hak Tangsungan datus dalam FPasat 2 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 Roya adalah pencoretan hak tanggungan pada buku hak
zas tanah dan sertifikamya Apabila hak fanggungan hapus, maka Kamor
Pertanghan melakukan Toya (pentoretan) catalan hiak1angeungan pada buku
wnah hak ass tareh dan sertifikamya. Semfikat hak tapggungan dinyatakan
yidak berlaku oleh Kantor Perianahan; apabia serifikat karena sesuatu sebab
sidak dikembalikan “epada Kantor Pertanahan, b tersebul dicaiat pala buku
ranah hak tanggungan:
Prosedur  permohonan  pescoretan  dilakukan oleh pihak yang
berkepentingan dengab metampirkan, hakhl scbaga! berikut:"’
| Sertifikat hak tangeungan yang tclah diberi cetatan oleh kreditur bahwa
hak tanggungan hapis kar=na putangnya telah lunas; atay
2. Pernyataan tertulis dari kredinu bahwa hak tanggurgan telah hapus karena
putang yang dijamin dengan hak ianggungan telah lunas atau krediur
melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan,
Apabila  krediter  udak bersedia  membenkan  permyalaan,
sebagarmana dikemukakan diatas maka phak yang berkepentingan dapat

mengajukan pemohonan pesintah pencotetan kepada Kema Pengadilan Negern

dimana letak obyek jamman hgk tanggungan tersebut didafitar. Tapi apabila

¥ Salim HS. Perkembangan Hukum Jami gan Di mdonesiz. Mataram, PT Rai Grafindo
Persalz. 2004 Hal 151



peritah  pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh
Pengadilan Negen lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua
Pengadilan Negen yang memeriksa periara yang bersangkutan. Permohonan
pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perimah pengadilan negen
tersebut  diajukan kepada Kepala Kantor Penisnahan dengan menunjukkan
salinan penetapan atau puhsan pengadilan negeri yang bersangkutan. Setelsh

menerima permohonan ersebut maka Kepela Kantor Pertanahan melakukan

UNISSULA
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BAB 1M1

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A Pelaksanaan Roya oleb Kantor FPertanahan Kota Semarang Menuruof
Undacg-Undang Hak Tanggungan
Sebagaimana telah diuratken pada beb sebelumnya bahwa Hak
Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahon 1996 tentany Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserla Benda-Benda yang Berkaitan  dengan
tanah. Undang-Unidang Nomer 4 t@hun 199 ini lebih dikenai dengan sebutan
Undang-indang Hak: Tanggungan. Undang-1ndang - Hak Tamggungan i
untuk merealisasikan ketentwan Pasai 5 Undang-Undang Pokok Agraria.
Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agrana meny cbutkan —
Hak Tanggungan yang cdapal dibebankan pada Hak Milk, Hak
Gura Usahe dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 23,
33, dam 32 digtur dengan Undang-Undang.
Dengan demikian sebelum ada Undang-Undang-yang mengatur ICRtang
Hek Tanggungan, maka Hak Tanggungan belum dapat diberiakukan dan
masih menggunakan ketentuan lama, yaim Hipotik yang diatur dalam Buku 1l
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Credietverband yang diatue dalam

Sraablud 1908 : 342 jo Stactblad 1937: 191, Setclan Undang-Undang Hak

M OpC, Hal 2



Tanggungan latwr, maka ketiua ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku
Tagt,

Hak Tanggungan pada dasarmya merupakan hak jJaminan untuk
pelunasan hutang tertentu. Hak Tanggungan dapat dibebankan padh hak ams
tanah, dengan benda-henda di atashya atau 1anpa benda-benda & atasnya. Hak
Tanggungan memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditwr daripada
kreditur-kreditur lain. Di dalam Hak Tanggungan beriaku asas pemisahan
horizontal, dimana Bsas perisahan horiZontal ini menyebabkan hak atas tanah
dapal dipisahkan dengan hak alas benda-benda di atas taneh tersebut.

Dalarm prakieknya menunfukkan bahwa kebanyakan bangunan tidak
dapat dipisahken dengen tanahnys, Sehinpga dimungkinkan bahwa obyck dart
pada Hak Tenggungan adaiah hak ates 1anah berkul benda-benda lain yang
merupakan sy kesatuan dengan tanah it Kondisi fersebul menyebabkan
pemberi Hak ‘Tonggungan secara tegas hiarus menyatakan hal i dalam Akta
Pemberian Hek Tanggungan (APHT).

Pasal 2 Undang-Undang Hak Tanggungan menegaskan sifat  Hak
Tanggungan, vakni fidak dapst dibagi-bagi, namumn demikian sifat tidak dapat
dibagi-bagi im masih dapat dikecualkan jka diperjanjikan dalam  Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2

ayat (2). Pasal 2 ayal (I} Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan . 4

1% fhid Hal 150



Hak Tanggungan mempunyai sifat tdak dapat dibagi-bagi,
vecuali Jika diperanjikan ddam Alkta Pembenan Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud pada aa! (2)

Pernyataan “kecual jika diper Janytkan  dalam  Akia Pemberian  Hak
Tanggungan” ini merupakan penyimpangan dari sfar tidak dapat dibagi-bagi
yang lahir untuk menampung kebutuhan perkembangan dunia perbankan
khususnya dibidang perkreditan. Kiausula “jika diperjstikan dalam Aktei
Pemberian Hak Tanggungan® memungkinkan pelunasan terchadap hutang
vang dibebankan pada Hak Tangpungan ini dapat dangsw sesuai dengan
besarnya milai masing-mastng hak sas weh yang merupakan bagian dari Hak
Tanggungan Disebutkan dakm Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak
Tanggungan bahwa "

Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak aas
tamh, capat diperjanpkan dalam  Ala Pemberian  Hak
Tanggungan yang bersangkuian, bahwa pelunasan uiang yang
dijamin daps dilakukan demgan cara angsuran Yang Desarnya
sama dengan nilai masing-masing hek @as tanah yang
merupakan bagian dan obyek Hak Tanggungan yang dibebaskan
dari | Hak  Tanggungan tersebu - sehingga kemudian Hak
Tanggungan im hanva membebam sisa obyek Hak Tanggumgan
untuk TMEnjamin ssa utang yang belum - funasi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ek Tanggungin it
merupakan landasan yundis bag Roya Paral

Obyek Hek Tanggungan menurut ketenruan Pasd 4 Undang-Undang

Hak Tanggungan adalah sebagai berikut : o

9 fhid, Hal 159

'V fhid, Hel 160



(1) Hak ans tanah yany dapat dibebani Hak Tangg ungan adakah
a Hak Mibk
b Hak Guna i/saha
¢. Hak Guna Bangunan

{2) Selain hak-hak aias tanah sebapaimana dimak sud pada ayat{1), Hak Pakal
atas Tanah Negara yang menurul ketentuan yang berlaku waph ddafiar
dan menurut sifatnya dapat dipindabtangankan dapat juga dibebani Hak
Tanggungan.

(3} Pembcbanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas Tanah Milk akan
diatur lebih fanj dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada tek das tangh berikul
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang teiah ada i@ akan ada yang
merupakan satu kesatuan dengaf tandh tersebut, den Yang merupakan
milik pemegang hek aas tanah yiog pembebannya dengan  tegas
dinyatakan di dalam _ Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang
bersangkutan.

(5) Apabila bangunan, lanaman, dan has| karya sebagimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak 4as tanah, pembebanan Hak
Tanggungan #as bendabends tersebt hamya dapat dilakukan dengan
penandatanganap  serta  Akta  Pemberian Hak Tapggengan  yang
bersangkutan olch pemiliknya atau yang dibert kuass umuk v olehnya
dengan akia otentik.

Pasal 10 sampai derigan Pasd 19 Undang-Undang Hak Tenggungan
mengatur taa car peinberian, pendaftaran peralihan hak dan hapusnya Hak
Tanggungan. Pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan menycbutkan : '

(1} Pemberian Hak Tanggungah didshuhsi dengan ganji  untuk memberikan
Hak Tenggungan sebagal jaminan pelunasan  diang 1crlentu, yang
dituangkan d dzlam den merupakan bagian vang tak terpizahkan dan
perjanjian wtang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainhya yang
menimbulkan wtang tersebut.

(2} Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan olh PPAT sesual dengan Deraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila obyek Hek Tanpgungan berupa hak das tangh vang berasal dan
konversi hsk ama yang telah memenuhi syaral unmk didaflarkan akan
tetapi pendafarannyz belum dilakukan, pembenan Hak Tanggungan
dilakukan bersamaazn dengan permohonan pendaftaran hak aas tameh yang
bersangkutan.

1% Ibid, Hal 161



Derdasarkan ketentuan tersebui d das dapat dijelaskan Dbahwa
pemberian Hak Tanggungan olch pemberi Hak Tanggungan {Debiur) kepada
pemegang Hak Tanggungan (Kreditur) pada asasnya merupakan suatn bentuk
penjaminan terhadap perjanjian wtang-piutang yang dibuat okh kedua belah
phak. Janp untuk memberikan thk Tanggungan kepada pemepang Hak
Tanggungan harus dimangk an dalam bentuk Akia Pembemian ak
Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pcjabat Pembuat Akia Tanah (FPAT)
sesuai dengan keientuan peraiuran perundang-undangan Yang berlaku. Untuk
menghindari obyek Hak Tanggumgan ang belum berserufikal (belum
didaftarkan hak das tanahnya meskipun  lelab mementhi syaral), maka
bersamaan dengan  pemberian  Hak  Tanggungan, pemilik tarah  wapb
menga jukan permohonan peadafiaran hiat atas tanahnys.

Aktz Pemberian Hak Tanggungan (APHT) daps dimungkinkan terdin
dari beberapa obyek Hak Tanggungan yang dijaminkan, maka dalam akta
tersebtn perlu dicantumkan pula peganiian oya (pencoreian) untuk sebagian
(partial) obyek Hak Tapgguigan. yang iclah Milunasi pembayaran hulangnya.
Pencantuman pemanjian inilah sebenarmya yang menjadi dasar dilakukannya
rova partial dalam sertipikat Hek Tanggungan oleh Kantor Perianahan.

Sebaga contoh dapat dilihat kutipan Akia Pemberian Hak Tanggungan

yang memuat beberapa obyek Hak Tanggungan da perjanpan roya partal

berikut ini.'”

1% Blangko Akia Pemberian Huk Tanggungan



AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
NOmoY ¢ ..... S2005

Hak Tanggungan tersebur diatas dibertkan oleh phak pertamna
dm diterima oleh phak kedua dengan janj-jan) yang disepakati okeh
kedua belah pihak sebagaimana dwraikan dibawah mi
- Debiur dapat melakuokan pelunasan ang yang dijamm dengan
Hak Tangpungan & @as, dengan cara angsuran Yag besamya
sama dengan nilai masng-masing hak aas tansh yang merupakan
bagian dai obyek Hak Fanggungan yang akan disebut & bavah
ini, dan yang akan cibebaskan dari Mak Tanggungan tersebut,
schingga kemudian Hak Tangguangan i banya membebani $5a
obyek Hak Tanggungan untuk menjamin- sisa ulang yang belum

dilunas;

- QObysk Hak Tanggungan Hak Milik... Desa........ dengan
ntlai Rp. BY - { S | R o BN ;‘..-}

- Obyek Hak Tongeungan Hak Milik ... ./Desa.. .. ...dengan
I'lllla] Rp el .--1.'.'..'.]'[--n’-’r-n-_".-'-'t e ,-u-h-}

- ‘Ohyek Hak Tanggunpan Hak Milik. .. esa, ... ..dengan
ALAIRD . «uees o« -mmneag o ogs= The tmn vt s s 250 )

- Dealam Hal obyek Hak T kemudian dipecah sehingga

Hak Tansguagan membebani beberapa hak das tanah, debitur
dapat melakukan pelunasan uiahg jang digmin  dengan lak

Tanggungar: dengan cara anzswan -yang besarrya dengan nilai
masing-masing hak aas tanah 1ersebut, yang akan dibebaskan dari
Hok Tangpurigan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya
membebani ssa obyek Hak Tanggungan untk meniamin  s6a
wang vang belum diiunasi Nilai masng-masing hak atas tanah
tersebut aken ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak
periami dengan phak kedua.

Berdasarkan ketenvan Pasal 2 Akta Pembeman Hak Tanggungan
(APHT) terscbut di das secara tegas diperjanjikan roya partial (pencoretan
sebagian) darl obyck Hak Tanggungan yang telah dilakukan pelunasannya

sesuai besamya milal dan wtang yang ditanggungkan
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Adapun forms Alta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dm buku

tangh Hak Tanggungan diwanr dalam pasal 17 Undang-Undang Hak
Tanggungan menyatakan .~

Bennk dan s Akta Pemberian Hak Tanggungan, bennuk dan B1 buku
ianzh Hak Tanggungan, dan hel lain-lain yang berkaian denpgan tata ¢ara
pemberian dan  pendaftaran Hak Tanpgungan ditetapkan dan
diselenggarakan  berdasarkan Peraturan Pemeriniah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 talun 1960 tentang

Perahiran Desar Pokok-Pokok Agrana,

format Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dm buku tenah Hak
Tanggungan didasarkan padg PEraturan Pemerintah dan Peraturan Pelak sanaan
4 bawahnya, yskfu Peraturan Menten  Negara  AgranaKepala Badan
Pertanghan Nasiongl ‘Nomor 3 tahun 1997 temtang Ketentuan PPelak sanaan
Peraturan Pemerirtah’ Nowmor 24 tabun 1997 rentang Pendaftaran Tanah
menurut Pasal 96, Pasal 96 myat (1) anara lam mengatur;m

(1) Beniok-bentuk akte yang dipergunakan d dalam pembuatan akta
sebagaimana dimaksud dalam Fasal S5 ayat {1) dan (2} dan cara
pengisignnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampican 16 sd
23 dan terdin dsci bentuk :

Akta Juz! Beli {lampiran 16)

Aka Tukar Menukse (lampiran 17)

Akta Hibah (larmpiran 18)

Akta Pemasukan kedalam Perusahaan (lampiran 19)

Akia Pembagian Hak Bersama {lampiran 20)

Akia Pemberian Hak Tanggungan {lampiran 21}

Akta Pemberian Hik Guna Bangupan/Hak Pakai Atas Tanah

Hak Milik {lampiran 22)

Surat Kugsa Membebankan Hak Tanggungan (lampiran 23)

> meoOAOow

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan permintaan pemberi Hek

 Op.Lit, Hel 166
2 OpCit, el 54



Tanggungan memuat palng tdak nama dan identitas pemberi Hak
Tanggungan dan pemegang Ha Tanggungan, dan janji-jacy. Hal m

ditegaskan dalm kefentuan Pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggungan yang

menyatakan:m
(1) D[x dalam Akt pemberian Hak Tanggungan wapb di canfumkan

a MNama dan identitas pemegang dan permberi Hak Tanggungan.

b Deomisili pihak-pihak scbagaimana dimaksud pada huruf a dan
apabila d anmara mercka ada yang berdomisth di luar Indonesia,
baginya harus pula dicantumkan suata domisili pilihan & Indonesia,
dan dalam hal domisili pilihat %0 tidak dicantumkan, Kanwor PPAT
tempat pembuatan Akia Pemberian Hak Tanggungan dianggap
sebagai domisili yang dipilih.

¢ Penunjukan secara jlas das Ulang-utang yang dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasa) 10 a3 at(l).

¢. Nilai rangpungan

e Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tauggungan.

() Dalam Akia Pemberian Hak Tanggungan dlapat dicanfumkan jan ji-jan)i
amara lan

a. Janjl yang membatas kew<nangan pembeni Hak Tanggungan untuk

menyewzkan obyek obyek Hak Tanggungan danfatzy menentukan

atan kecuali dengan persetujuan ieftulis lebih dahulu dan pemegang
Hak Tanggungan

b Janj yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tangg ungan untuk
mengubah bentuk dan taa Susanap ohyek Hak Tanggungan, kecusli
dengen persétujnan tertubs lebih dahub dari pemegang Hak
Tanggungan.

¢ Janu yang membenkan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan
ketak obyek Hak Tanggungan apabila debitur sungguh-suntgguh
cidera janji.

d Jani yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan. Jika hal
mu diperlukan untuk pelaksanaan eksekus) atan mencegah menjadi
hepusnya atan dibatalkannya hak yang menpdi obyek FhK
Tanggurgan karena udak dipenuhi atau dilanggarnya ketemtuan
Undang-Undang.

¢ lany batwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
umtuk  menjusl #as kekuasaan sendin  obyek Hak Tanggungan
apabita debitur cidera janji.

) Op Cit, Hal. 162



f Janji yang diberikan olch pemegang Hak Tangpungan pertama
bahwa obyek Hak Tanggungan udek akan <bersihkan dan Hek
Tanggungan.

g Jani babva pemberi Hak Tanpgungan tidak akan melcpaskan
hakmnya atas obyek Hak Tanggungan tampa persctujaan tertulis lebih
dehulu dan pemegang Hak Tanpgungan.

h. Janj bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempercleh seluruh
ata sebagian dart ganti nigi yang diterima pemben Hak Tanggungan
untk pelunasan putangnys apabila obyck Hak Tanggungan
dilepaskan hakma oleh pemberi Hak Tanggungan atan dicabut
haknya urtuk kepentingan umum.

i. Janji balwa pemegang Hiak Tanggungan akan memperoleh seluruh
atau sebagian dan uang asurans yang diterima pemberi Hak
Tanggungan untuk  pelunssan: pintangnya, jka  obyek ek
Tanggungan diasuransikan.

} Janji bahwa pemberi Hak Tanggungaw akan mengosongkan obyvek
Hak Tanggungan pada wektu eksekust Hak Tanggungan.

k. fanp yang dimaksud dalam Pasal 14 ayvar (4),

Meskipun datam  Alkia Femberian. Hak  Tanggungan (APHT)
dicantumkan  janji-jani -namwn  pemberi [k Tanggungan  dilarang
memberikan janji kepada pencegang Hak Tanggungan uatuk memiliki obyek
Hak Tanggungan pka pembefi ik langgungan idak mampu membayar
hutang-hutangnya, Hal mi dapar dibhat dalem keiemuan Pasal 12 Undang-
Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan - '

Janji yang memberikan kewenangan kcpada pemegang Hak Tanggungan

untk memiliki obyek Hak Tanggungan apahbila debitur cdera jany,

batal der hukum.

Deari ketentuan tersebut di &tas, dapat dipahami bahwa pemberi Hak
Tanggungan dilarang menjanjikan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk

memiliki obyek Hak Tanggungan apabila @ tidsk mampu melunasi ataw

IJFMHI Ej



membayar hutang-hutangnya Hal i akan menyebabkan Akta Pemberian Hak
Tanggungan batal dernt hukum.

Pelunasan hutang-hutang oleh pemben Hak Tanggungan yang nidak
dapst melunasi hutangmya pada dasarmya harus dilakukan lewat pelelangan
umum, Bag pemegang Hak Tanggungan, 2 memiliki hek untuk dwtamakan
dalam pelunasan hutang-hutangnya. Boleh pdi pemberi Hak Tangpungan
ek hanya memilki hutang kepada pemegang Hak Tanggungan sap
melainkan memiliki hutang pule kepada pihak ketiga aiau pibak lam. Oieh
karena itu jika terjadi keadaan di mana peraberi Hak Tanggungan tidak
mampu membayar hutang-hulangnya, mika obysk Hak Tanggungan depal
digunaken unuk melihasi hutang-hutang terscbut melalm lelang. lika terjadi
sisa uang deri hasil lelang yang toigh dipunakap wniuk melunasi hutang
pemegang Hak Tangzgungan, dapat digunakan untuk melanasi hutang-hutang
yang laimmya.

Apabila telah terjadi| pedjenjian pembetian Hak Tanggungan dan ielzh
ada Akia Pembetian Hak Tanggungan {APHT), ‘maka pcmberian Hak
Tanggungan tersebut wajb didattarkan ke Kantor Pertanahan. Hal ini dapat
dilihat dalam ketentuan Pasat 13 Undang-Undang Hak Tanggungan yang
menyebutkan: #

{I) Pemberian Hak Tanggungan wagb didaftarkan pada Kantor Pertanahan
(2} Selambat-lambanya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta
Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2),PPAT yang bersangkutan dm warkat lain yang diperlukan kepada
Kantor Pertarmhan.

M rhid Hab 152,



(3} Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak
#as tamah yang menjadk obyek Hak Tangpungan serta menyalin catatan
térsebul pada sertipikat hak atas tanah yang bersanghkutan.

(4y Tanggal buku tenah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud peda ayat
(3) adalah tanggal han ketyjuh seielah penerimasn secara lenpkap surat-
surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh ku jatuh
pada kari bbur, buku tmah yang bersangkutan diberi 1anggal hari kerja
berikuinya.

(5) Hek Tanggungan lahir pada han tanggal buku tansh Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayet (4)

Ketentuan  tersebut  mensyaratkan - didaftarkannya  pemberian  Hak
Tanggungen kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) har
kerjp setelah penandatanganan Akta Pembcrian Hak Tanggungan (APHT).
Pendafiaran pemberian_Hak Tunggungan ke Kantor Perianahan ini sanggt
penting, mengingal masalah tanah merupakan salah seiv masalah yarg cukup
sensitif di kalangar masyerakat Pendaftaran periberian Hak Tanggungan ke
Kantor Pertanahan inf_bertujusn untuk menghindati icrjadinys hal-hal  yang
tidak diinginkan yang mungkin tecjadi aiau ditakukan oleh salah sa pihak
dengan inkad tidak baik: Misalnya sga pemberi Hak Tanggungan menjual
obyek Hak Tanggungan kepada Pihak Ketiga Jika hal tersebut dilakukan,
sedangkan pemberian Hek Tanggungan tidak didafiarkan pada Kantor
Pertanahan, maka dapat menimbulkan perselisthan di amara pemegang Hak
Tanggungan dengan Pihak Ketiga yang membeli obyek Hak Tanggungan
tersebut.  Oleh karena itu Undang-Undang mewajibkan pemberi  Hak

Tanggungan uniuk mendafiatkan pemberan Hsk Tanggungan tersebur ke

Kantor Pertanahan.



Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agrana/Badan Pertanahan

Nasional Nomor - 600-10335A tanggal 18 April 1996, ditegaskan bahwa

Pendaftaran Hak Tanpgungan harus memenuhi persyaratan terientu. Adapun

persyaratan yang harus dipenubi menurut Surat Edaran tersebut adalah o

1

Taneh yang sudah bersertipikat tertulis d#as nama pemben Hak
Tanggungan

2
3
4
5

Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan

Asli sertiptkat Hak Acas Tanah

Asli Akia Pemberian Hak Tanggungan

Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan

Bukti dipenuhinya perSyaratan administratif yang didasarkan pada
minima! perauran tertulis tingkal Mentesi asu diserujui Menteri

Tanah yang sudah bersertiplkat sudeh, ada skwa peralihan hak dan

belum terdafiar ke #as nama pembeni Hak Tanggumgan ;

a  Surat pengantar dafi PPAT yeng bersangkuian

b Ask sertipikai Hak Atas Tanah

¢ Ash bukti terjadinya peristiwa/perbustan hukum berallnya Hak
Atas Tanah ke aas nama pemberi Hak Tangeungan, misalnya surat
keterangan wans, -ekta pembagian harta waris atau akia pemindahan
Hak Atas Tanah.

d. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan

e [jin ‘pemindazhan  tak (FMA "Nomor 4 tshin 1961, 3K
59/ddafiS70).

f. Biaya pendaftaran peraliban Hak Atas Tanah, biaya pendaftaran Hak
Tanggungan dan syarat administratif | lain sesuar ketentuan yang
berlaky, dimaksud l.e.

Sebagian tanah yang sudah @ besseriipikat - yanp perfu  dilakukan

pemisahan -

a. Surat pengantar dari PPAT yang bersangkuian

b Asli sertifikar Hak Atas Tanah

¢ Ash bukti terjadinya peristiwa / perbuatan hukum beralihnya Hak
Ates Tanah kepada pemberi Hak Tanggungan {Surat Keterangan
Warss, Aktz Pembagian Harta Waris atau Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah)

d. Ash Akta Pemberian Hak Tanpgungan

¢ Pemundahan Hak laibnya.

f Bukti pelunasan biaya pendaftaran peraiihan Hek A1as Tanah, biaya

pendaftaran Hak Tanpgungan dan syarat administratf lzin sestias
katentuar yang berlaku, dimaksud le

1

Kanwi BPN Propist Jateng, Repat Kerja Tehnis Pelaksaraan Uadang-undang Fak
Tanggugan (UL No4 Th. 1996) den Peranwan Pelaksannannya, Semsrang K99, Hal 20




4 Tanah Bekas tak mitlik adat belum bersertipkat (melalu penegasan
hak/&onvers:) -

a.
b
c

=9

f

Surat pengantar dat PPAT yang bersangkutan

Asli Akta Pemberan Hak Tanggungan

Svrat-surat bukti hak/senis hak dunaksud ;

13. Pasal T ketentuan konversi UUPA

7). Pasa 25 FP Nomor 10 tahun 1961

3. PMPA Nomor 2 tahun 1962

4), PMNA/KBPN Nomor 3 taln 1995

Gamber situasi/surat ukur bidang tansh dmaksud

Hasil pengumuman Pasal 18 ayat (2} PP Nomor 10 tahun 1961
selama 2 {dua} bulan, tanpa sanggahan, terhadap hasil penyelidikan
riwayat tanah dengan alat-alat pernbuktian dimaksud pade 4¢ dan 4d
Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administratif,

Tenah bekas BHek Milik Adat belem bersertipikat (melalu pengakuan

hal/konversi) :

b
c
d.

e
f

g
h

Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan

Ash Akta Pemberian Hak Tanggungan

Surat-Surat bukt hakfients hak dimaksud

13 Pasal T ketentuan komverst UILIEA

2). Pasal 25 PP Nomor 10 tahun 1961

3. PMPA Nomer 2 tabun 1962

4y, PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1995

Gambar  situasi/surat ukur bidang tarah dimaksud

Hasil pengumuman Pasal 18 ayat (1} PP Nomer 10 tahun 1561
selarma 2 (dua} bulen, tanpa sanggaban, terhadap hasil penyelidikan
riwayar tanah dengan slat-alat pembuktian dimaksud pada & den &
Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administratif.

Surat Keputusap Pengaluan Fak Afas Tanah

Pernyatazn lengkapétidak lengkap syarst pendaftaran Thk Tanggungan

2

Kelengkapan surat/dokumen sebagaimana diuraikan pada angkal
dipakai sebagai dasa untuk menyatakan berkas permchonan sudah
lengkap umtuk depat diproses pembuatan buku tanah  Hek
Tanggungannya.

Kekuranglengkapan surat/dokumen pendaflaran Hak Tanggungan
seperti dimaksud angka 1 dinyatakan secara tertulis yang ditujukan

kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (mjuh) hari kerja setelah



tanggal ditenmanya warkah yang ditampirkan pada sural pengantar
dari PPAT dengan menyatakan alsan da kekurangannya

¢ Pernyataan tertuls mengenat ketidaklengkapan  surat/ dokumen
rersebut di aas ditandatangani oh Kepala Seks Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah atas nama Kepaia Kantor Pertanahan setempat.

Setelah semna persyaralan  admunistratif dipenuhi, maka Kantor

Petanahan akan mengeluarkan bukti pendafizran Hak Tanggungan benpa

sertipikat Hak Tanggungan. Pasdl 19 Undang-Undang Hak Tanggungan

menyatakan: **

(h

()

(3

4)

(3)

Sebagai tanda Lokt adamya Hak Tanggungao, Kantor Pertanahan
menerbitkan  Sertipkat  Hak Tanggungen sesua  dengan peraiuran
perundang-mdangan yarg berlaky

Sertipikat  BaK~ Tanggungan scbagamana dimaksud pada avat (1)
memuat  iranirah - dengan  kalakaia  “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Sertipikat Hak Tangpunpan scbagaimana dimaksud ~ pada avar (2}
mempunyal  kekuatan eksekutonial yang sama dengan  putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yarg tetap den
berlakn sebagai pengpanti grosse ack hyphotheek sepanjang mengenai
hak aas atanan.,

Kecuall spabila diperjanjikan lan, sertipikat hak das tanah vang telah
dibubuhi cataian Fak Tangpungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I3 ayat (3 dikembalikan kepada pemegang hak das tarah  vang
bersangkutan.

Sertipikat  Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak
Tanggungan.

Buku Tanah Hak Tanggungan bensi 2 (dua) lembar, yaiu lembar

pertama yang memuat pendafiaran pertara dan lembar kedua yang memuat

pendaftaran perubahan. Pada lembar pertama dicantumkan peringkat Pak

1 Op.Cit, Hal ¥4



Tanggungan, jumiah hutang, obyek Hak Tanggungan meliputi jens dan
Nomor Hak Atas Tanah dm benda-bends vang berada dialasnya Selan jutnya
pada lembar kedua memuat sebab perubahan.

Mperdpsarkan  hasi  penelitian,  pelaksanaan pendaftaran  Hak
Tanggungan di Kantor Pertanahan Kotz Semarang sampai sag im cukup baik,
artinya  permohonan pendaftaran  Hak Tanggungan  telah memenuhi
persyaratan administratif sebagaimana ditemukan oleh peramran perundang-
undangan yang berlaku Lebh lanjn hasil penelitian, diketahui  bahwa
sebagian besar Hak Tanggungan m dipergunakan schbagai jaminan hutang
pengembangan usaha sca untuk kredit pemilikan perumahan.

Hal terpenting dalam peiaksanaan pembcbanan Hak Tanggungan pada
desarnya adalsh hapusnya- Hak Tanpgungan i sendin. Hak  Tanggungan
depat hapus karenz beberapa hd sebagaimana discbutkan dalam Pasal 18
Undang-Undang Hak Tanggunpan yang inenyatakan o
(1) Hak Tanggungan hepus arena hal-hal sebagai berikul ;

4 hapusnya ulang yang &ijmmn dengan Hak Tanggungan,

b dilepaskan Hak Tanggungan okh pemegang Hak Tanggungan.

¢ pembersiban Hak Tanggungan berdasarkan penctapan penngkatl oleh

Ketua Pengadilan Negeri.
(2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya
dilakukan dengan pembenan pernyalaan tertulis mengena dilepaskannya

Bak Tanggungan tersebut oleh pemegang ifak Tanggungan kepada
pembert Hak Tanggungan.

{3) Hapusnya Hask Tanggungan karena pembersthan Hak Tanggungan
berdasarkan penctapan penngkat oleh Ketua Pengadilan Negen, terjadi
karena permohonan pembeli Hak Atas Tansh yang dibebam  Hak
Tanggungan sebagwmans distur dalam Pasal 19.

™ Yusil wawencara dengan Kasubsi PEPT Pertanahan Kota Semarang, tanggal G Maret 205,
* Op.Cit, Bal 156,



@) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hek ats tanah yang
dibehani Fak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang
dijamin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut di atas, dijelaskan bahwa
hapusnya Hak Tanggungan dapat terjpdi karena hutangnya telab dilunasi oleh
debitr, dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak
Tanggungan dan adanya pembersihan  Hak Tanggungan berdasarkan

| penetapan oleh Ketua Pengadian  Negen setempal. Hapusnya Hak
Tanggungan tersebut akan diikuti dengan pencoretan {roya) catatan Hak
Tanggungan pada bukn taneh hak atas tanah 'dan sertipikatnya oleh Kantor
Pertanahan. Pasal 22 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan: o

() Setelsh Hak Tanggungan hapus sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Kantot Pertanahan mencorel catatan Fak  Tanpplngan ferscbut pada
buku tanah hak-atas fanah den sertipikatnya.

{2) Dengan hepusnya Hak Tanggungan, sertipikat Hak Tangpungan yang
bersangkutan aarik dan befsama-sama buku tansh Hak Tanggungan
dinyatakan tidak berlaku iagi oleh Kanior Perianahan.

(3) Apabila sertipikat sebagaimana dimsksud pada ayat {2) karena sesuatu
schab tidek dikembalikan kepads Kartor Peranahan, hal tersebut dicatat
padz buku tanah Hak Tanggungan.

(4) Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada Pasal () diajuken
oleh Pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertipikat  Hak
Tanggungan yang telah diben catatan oleh kreditur behwe Hak
Tanggungan hepus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan
l4ak Tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditur
bahwa Hak Tanggungan telah hapus karema punang yang di jamin
pelunasanniya dengan Hak Tamggungan itu teleh lunas atau Karena
kreditur melepaskan Hak Tanpgungan yang bersangkutan.

(5) Apabila kreditur tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayal (4), pihak yang berkepentingan dapal mengajukan
permohonan perintab pencoretan iersebut kepada Ketua Pengadilan
Megeri yang dacrah hukumnys meliputi tempat Hak Tanggungan yang
bersengkutan didaftar.

¥ ihid Hal 18
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Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dan sengketa yang
sedang diperiksa oleh Pengad ilan Negeri lain, permohonan tersebut
harus diajukan lepada Ketua Pengadilan Neperi yang memeriksa perkara

Permohonan pencoretay Hak Tanggungan berdasarkan  perintah
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dm ayat {6)
diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan
penetapan atau pusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Kantor Pertanahan melakukan pencoretan catatan Hak Tanggungan
menurut tsa cara yang ditentukan dalam peraturan penindang-undangan
yarg berlaku dalam  wakm 7 (wjuh) hari kea terhitung sepk
diterimanya perm<honan sebagaimana dimaksud pada ayel (4) dan ayat

(M.

Apabila pelunasan utang yang dilakukan dengan cara anpsuran
sebapaimana dimeksud daRm Pasal 7 ayat (2), hapusnya Hek
Tanggungan pads begian obyek Hak Targgungan yarg bersangkutan
dicatat pada buku tanab dan sertipikat Hek Tanggungan serta pada buku
tangh dan sertipikat - hak #as tamah ymg telah bebas dari  Hak
Tanggungan yang seiula membebaninya,

Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur pelunasan sebagian hutang

debitur yang djamin derigan obyek Hak Targgungan yang terdint dan

beberapa hak atas tanzh, Pasal 2 ayst (2) yang menyebutkan i

Apebila Hak Tanggungan dibebankan pada bebetapa hak das 1anah,
dapat diperjanjikan dalim Ala Pemberian Hak Tanggungsn yang
bersengkutan, bahwa pelunasan ulang yang dijamin dapat dilakukan
dengan cars angsuran yang besarnyd sama dengan mlai masing-masing
hak as taneh yang merupakan bagian dari obyek hek tanggungan yang
dibehaskan dan-Hak- Tanggungan. terscbut, sehingga kemudian Hak
Tanggungan #u hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk
menjamin ssa ulang yang yang belum dilunasi.

Pencoretan sebagian obyek Mok Tanggungan yang telab  terjadi

pelunasan sebagan huangnya ini, disebut dengan roya parfiol Berdasarkan

ketentuan Pasal 2 ayat (2} tersebut di aas, maka roya parual dapet dilakukan

dan didaftarkan berdasarkan pelinasan sebagian obyek yang dijamm dengan

ketentuan bahwa :

) [hidf, Hat. 159,



a Obyek Hak Tanggungan terdiri atas beberapa hak, dan

b, Kemungkinan hapusnya sebagian Hak Tanggungan karena pelunasan
sebagian hutang tersebut diperjanjikan dalam Akia Pemberian Hak
Tanggungan {APHT}) yang bersangkutan.

Praktek d lapangan menunjukkan behwa jarang sekali Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) yang mencatat perjanjian pencoretan sebagian Hak
Tanggungan karena pelunasan sebagian Hak Tanggungan'" Ketentuan Pasal
Zayat (2) dalam kenyataannys menyulitkan bagi debitur yang telah melunass
sebagian hutang-hutangnya. Misalnya saja pengeimbang yang memberikan
Hak Tanggungan kepada Gank denpan menjaminkan hak ais satuan rumah
susun yang terdirl davi beberapa hak atas satuan rumah susun.

Menteti Negara Agratia/Kepala Badan Peranahan MNasional menyadari
batwa dalem prakicknya sulif uniuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undeng-Undang Hak Tanggungan. Oleh karena ity dalam safoh satu ketentuan
Petaturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
31ahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturen Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendafizran tanah, yakni Pasal 124 ayet (2) disebutkan : )

Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan atas sebagian obyek Hak
Tanggungan juga dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi ketentugn
ayat (1) berdasarkan pelepasan Hak Tanggungan atas sebagian obyek
Fek Tanggungan oleh pemegeng Hak Tanggungan yang dituangkan
dalam akta otentik atau Sursi pernyatasn & bawsh tangan dengan

mencatumkan secara jelas bagian dari obyek Hak Tanggungan yang
dibebaskan dari beban Hak Tanggungan.

A Hasil wewancara dengan PPAT/Noteris Kota Semerang, tanggal 17 Jancani 2005
2 OpCie, Hal T,
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Ketentuan tersebut di atas memungkinkan adanya Toy2 partial meskipun
tidek terdapat perjanjian sebelumnya dalam Akta Pemberian ‘Hak Tanggungan
(APHT). Berdasarkan kenyataan d wilayah keria Kantor Badan Pertanahan
Kota Semarang, roya partial harus diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT).

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh pemberi
Hak Tanggungan d depan Pejabat Pembuat Akta Taneh {PPAT) jarang
diperjanjikan adanya roya partial terhadap beberapa obyek Hak Tanggungan
karena adanya pelunasan sebagien hutang perberi Hak Tanggungan kepada
pemegang Hak Tanggungan.

Menurut Kepsla Kantor Pertanahian Kota Semarang”™ dijelaskan batwa
Kantor Pertanahan Kota Sermarang dalsm memberikan pelayanan roya partial
berpegang kepeda kelentuan Undang-Undang Hek Tanggungan, rtinya dalam
pelaksanasnnya, toya partial harus diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan {APHT). Dijelaskan pula_oleh Kepala Xantor Pertanshan Kota
Semarang bahwe, kemudahan yang diastur dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nastonal Nomor 3 tahun 1997 khususnya
Pasal 124 ayat (2) tentang roya partial sangat membantu masyarakat untuk
membebaskan sebagian dari obyek Hek Tanggungan, karena pacla. dasarnya
masyarakat belum tentu dapat membebaskan keseluruhan obyek Hak
Tanggungan mengingat kemampuan masyarakat sangat terbatas. Bahkan

dengan terbebaskannya sebagian obyek Hak Tanggungan, debitur dapat

) 1ot wawancars dengan Kepala Kantor Perapahan Kota Semarang, tanggal & Maret 2005
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memperoleh hutang bau dengan cara memberkan Hak Tanggungan ke pihak
bank lainnya.
Kebijakan Kantor Pertanahan Kota Semarang termyaia berdampak
kurang terlayaninya masyarakat yang menginginkan roy partial yang telah
memenuhi  ketentuan Perauran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanghan Masional Nomor 3 tahun 1997 khususnya mengenai keteniuan
roya partial Oleh karena it Kepala Kantor Pertanahan Kotz Semarang
memberikan kebi jaksanaan, yaiiu
1. Menyarankan kepada debntuc untuk melakukan pendaftaran roya sampai
lunasnya keseluruhan hutang kenada kreditur atau

2Menghubung kreditur untuk meémperbatiatui perjanpan hutang piutang
dengan cara membuat- Akta Pemberian Hek Tangeungan [APHT) baru
dengan memperjan)jikan. icrhadap sebagian obyek Hak Tanggungan yang
ada Dengan demikian pihak kreditr harus meroya keseluruhan obyek
Hak Tanggungan vang sclgnjutnya memasang kembali sebapan obyek
Hak Tanggungan dengan memperjenjikan hitang’ plutang yang baru.

Dari basil wawaricara Pejabat Pembuat Akta ‘Tanah (PPAT yNotaris™
dapat diketahui bahwa sebagian bzsar mereka tidak mencantumkan per janjian
roya partial dalam Alta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), karena pihak
kreditur tidak memberikan perincian pilai dari masing-masing tanah yang
menjadi omek Hak Tanggungan Disamping tu dalam perjanjian akad kredi

yang berbentuk Akta Pengakuan Hutang hanya menyebutkan sampal sejumlah

"’ Hasl wawancara dengan Kepal Kantor Penanshan Kota Semarang, tanggal 9 Maret 2006
¥ Hagil wawancars dengzn PPAT /Notaris Kotz Semaring langgal 17 Januar 2005
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nili terten dan tdak memperinci nilal dan masing-masing  obyek Hak
Tanggungan. Namun demikian terhadap Hek Tanggungan yang dalam
pengakuan  hutangnya memerinel Mial  Masing-masing cbyek Hak
Tanggungan, maka okh Notaris/Pejabat Pembuat Ak Tanah (PPAT) sesuai
dengan nilal dari masing-masing obyek Hak Tanggungan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahamt bahwa pembuatan
Akts Pemberian Hak Tanggungan {(APHT) it tergantung dan akta pengakuan
hutang itu sendiri, artinys jika dalam akta pengakuan hutang 1ersebut dipering
milai masing-masing obyek Hek Tanggungan persebut  yang selanjuinya
sebagai dasar pelaksanaail roya partial dikemudian hasi Dermkian  jugh
sebaliknyd, Jike dalain akta pengakuan hutang tidak dipenmel milal masing-
masing obyek Fak Tanggungan, maka dalem  Akia  Pemberian  Hak
Tanggungan (APHT) juga tidak diperingi nilai masing-masing obyck Hak
Tanggungan, schingga tdak dapal dipakai scbagal dasar pelaksanaan roya
partial dikemudian hari.

Sementaras itu berdasarkan hasil wewsencara dengan pegawal Bank
Pembangunan DagralJawa—Tengah- CabangUtama-Semarang ¥} didapat
keterangan bahwa akia pengakuan hutang tersebut dibuat sesuai dengan
kondisi deri debitur meupun kreditur, artinya jika debitur sangal memerlukan
uang dalam wakm dekat kemudian phak krediur sendiri mengalami kesubtan
antuk meneliti masing-masing obyek Hak Tanggungan secara partial, maka

disepakati bahwa dalam akta pengakuan hutang tersebut milai hutang bagi

L

Hasil wawancara dengan Pegewai PT. Bank Pembangunan Daemh Jaeng, wnggal 17 Pgbruan
2005,



masing-masing obyek Hak Tangg ungan dijadikan saw dalam jumiah tertentu
tanpa adanya perincian.

Dalamy hal memerinei nilai sasing-masing obyek Hak Tanggungan,
pihak bank memethikan waktu yang cukup uniuk meneliti masing-masing
obyck Hak Tanggungan & lapangan, baik mengenai letak tamah maupun
perlunya keterangan tambahan dati phak Kelurahan agar nilai darl masing-
masing obyek Hak Tanggungan wrsebut dapat secara realistis dapat
dipertanggungjawabkan nilai obyek Hak Tanggungan yang sebenamya,
sehingga jika dilakszhakan oya partial dikemudian hari tidak terdapat
kekeliruan dalam  menafsirkan harga  dari masing-masing obyek Hak
Tanggungan yang berpengaruf pada sisa tanaht yang menjadi obyek Hak
Tanggungan yang Jiperianjikan.

Dengan demtikian dapat dipahami bahwa pada desamya pembuatan dkta
pengakuan hutang disepakati cleh pihak krediwy maupun debitur yang
berdampak pads apakah perlu dibuat peringian masing-masing obyek Hak
Tanggungan ataukah tidak dan pada kenyataannyz Karena pthak debitur
memerlukan uang dengan segera, maka tidale mungkin dilakukan penelitian di
lpangan terhadap masing-masing obyek Hak Tanggungan dalam waktu yang
singkat.

Lahinya Usdang-Undang Hak Tanggungan merupakan. satu terobosan
dalam reformasi pertanghan yang menggantikan Credieverband  dan
Hypotheek dengan memasukkan ketentuan roya partial. Namun dalam

kenyataannya masyarakal masih membutuhkan  ketentuan  vang  lebib



memperingan atau memudahkan pelaksanaan roya partial tersebut, mengingat
dalam prektck sangat jarang ditemui adanya peranjian didalam  Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang menyangiui pelaksanaan raya
partial.

Pelaksanaan roya partial sebenamya merupakan salah saiu bagian dan
tugas dan wewenang dai Kantor Pertanahan Kota Semarang berupaya
memberikan jalan keluaf kepada masysrakat yang membutuhkan infiormasi
dan bantuan, serta membantu dalam kelancaran proses pembuatan hukum d
bidang pertanahan sepeni halnyz peloksanaan pendaftaran Hak Tanpgungan
dan pencorelan sehagion. (Toya partialy Hak Tangyungan tevhadap beberapa

obyek Hak Tanggungan yang dibebani Hak Tanzgungan.

Kendala-kendala yang Dihedapi Kantor Pertanahsn Kota Scmarang
dalam Pelaksansan Roya Partiab  Menurut Undang-Undang Hak
Tanggungan dan Cara Meogatasinya

Beberapa kendala yag dihadapy cleh Kanior Pertanaban Kota Semarang
dalam pelaksanaan roya partial secara umumn adalah sebagai berikut :
|. Masalah ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang saling

bertentangan saw sama lain.

2. ‘Penerapan peraturan-peraturan iersebul yang tidak sesuai dengén kondiss
lapangan, dimana secara kenyataan ketentuan yang termua dalam Pasal 2
ayat (?) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 sangat sulit untuk

dilakukan, mengingat banyak terjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan
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(APHT) nidak memuat perjanjan toya partial (pencoretan sebagian) obyek
Hak Tanpgungan terhadap pelunasan sebagian hutang-hutang yang
dijamn dengan Hak Tanggungan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Kanior Pertanahan Ko

Semarang melakukan upaya sebagai berikul

shielakukan pendekatan kepada Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Ak
Tanah).
Kepada paa NotarisPPAT yang mengeluarkan Akta Pemberian Hak
Tanggungan, Kantor Peranahan  Kota Semarang menghimbau agar
Notaris/PPAT membiat sural permyataan pemcgang Hak Tanggungan
dalam akm otentik untuk melepaskan sebagian Hak Tanggungan dengan
mencantumkan-—secara jelas ‘bagian Hal  Tanggungan mana  yang
dibebaskan dan beban Hak Tanggungsn.

3 Melakukan pendekatan dengan pihak Banks
Kepada pitek Bank selaku  pemegang  Hak  Tanggungan, Kantor
Pertanshan Kota Semarang  menyaranken thiuk meroya semua Hak
Tanggungan yang 2ca dan selanjutaya mengajukan pendaftaran Hak
Tanggungan baru dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan

yang belum bisa terbebaskan dari pelunasan hutang debur



BAB IV

PENLTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian <lan analisis da#ta mengenai pelaksanaan

partial} Hak Tanggungari'—tﬁhadap ‘I‘Jcbcrq)a obvek 'Hak: Tanggungan yang

dibebani Hak Tanggungan.

2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kamor Pertanahan Kota Semartang
dalam peclakssnaan rova partial secara umum adalah sebaga berikut
a. Masatah kelentuan perawran perundang-undangan yang saling

bertentangan satu sama lain.
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h Penerapan peraturan-peraturan tersebin yemg tidak sesual dengan
kondisi & lapangan, dimana secara kenysizan ketentuan yang termuat
dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 sangal
sulit untuk dilakukan, mengingat banysk terndi Akta Pembernan Hak
Tanggungan (APHT) tdek memuat peranjian roya partial (pencoretan
sebagian) obyek Hak Tangpungan terhadap pelunasan sebagin
hutang-hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

Uniuk mengatasi kendala tersebut, “maka Kantor Pertanzhan Kota
Semarang melakukan upaye sebagai berikut &
a  Melakukan pendekatan. kepada NotatisPPAT (Pejabiai Pembuat Akta

Tanzh).

Kepada para WNotansPPAT vane mengeluarkan Akia Pemberian Hak

Tanggungan, XKantor Perianahan Kota Semarang  menghimbau  agar

Notaris/PPAT membuat Sorat. pemyatzan pemeégang Hak Tanggungan

dalam akia otentik uniuk’ melepaskan sebagian Hak Tanggunpan dengan

mencanturnkan | secara jelas  bagiat - Hak  Tagppungan mana  yang
dibebask an dari beban Hak Tanpgungan.
b Melakukan pendekatan dengan pihak hank.

Kepadz pihak Bank selaku pemegang Hak Tangungan, Kantor Pertanahan

Kota Semarang menyarankan unluk meroya semua Hak Fanpungan yang

ada dan selanjutnya mengajukan pendaftaran Hak Tangungan baru dengan

membuat Akitz Pemberian Hak Tangungan (APHT) terhadap sebagian



61

obyek Hak Tangungan yang belum bisa terbebaskan dar pelunasan hutang

debitur.

B Saran
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang — undang Hak Tangungan,
ternyata belum mampu menpawab kebutuhan masyarakat tentang roya partial,
Okh karens ju perli ada pemikitan wituk menyempornakan ketentuan Pasal 2
ayat (2) Undang — undang Hak Tangungan berkakan dengan pelaksanaan roya
partial terhadap sam dari beberapa obyd: Hak Tangumgan.

Pemerintah perki_merespon keblasean yang feradi dimasyarakat dalam
hd pelaksénaan ova partial, sehinpga masyarakat tidak mengalami kesulitan
dalm melaksapakin roya partial

Kendala - kendale yang ada meskipun dapd disclesaikan oleh Kantor
Pertanahen Kota Semarang, hanya merupakin msidentil saja, sehingpa tidak
dapat dijadikan pedoman sécara unmmm. Dengan demikian pdak dapa ditunda

lagi oleh pemermtah uniuk melakukan ketentuan roya partial.
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